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PEDOMAN TRANSLITERASI 
1. Konsonan 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan tidak  dilambangkan 
ب ba b be 
ت ta t te 
ث sa s es (dengan titik di  atas) 
ج jim j je 
ح ha h ha (dengan titk di bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d de 
ذ zal z zet (dengan titik di atas) 
ر ra r er 
ز zai z zet 
س sin s es 
ش syin sy es dan ye 
ص sad s es (dengan titik di bawah) 
ض dad d de (dengan titik di bawah) 
ط ta t te (dengan titik di bawah) 
ظ za z zet (dengan titk di bawah)  
ع „ain „ apostrop terbalik 
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غ gain g ge 
ف fa f ef 
ق qaf q qi 
ك kaf k ka 
ل lam l el 
م mim m em 
ن nun n en 
و wau w we 
ه ha h ha 
ء hamzah , apostop 
ي ya y ye 
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 Fathah a a 
 Kasrah i i 
 Dammah u u 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 
  
fathah dan ya 
 
ai 
 
a dan i 
 
  
fathah dan wau 
 
au 
 
a dan u 
 
 
3. Maddah 
Maddah  atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 
Harkat dan 
Huruf 
 
Nama 
 
Huruf dan Tanda 
 
Nama 
 
  
fathah dan alif 
atau ya 
 
a 
 
 
a dan garis di 
atas 
  
kasrah dan ya 
 
i 
 
i dan garis di 
atas 
 
  
dammah dan 
wau 
 
u 
 
u dan garis di 
atas 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 
atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan  ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
ta marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid ( ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ي ber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (ﹻ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 
(alif lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop („) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak 
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lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an 
(dari al-Qur‟an), sunnah,khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut 
menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafz al-Jalalah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-
ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 
huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf 
A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 
dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 
Nama : Yuliyana 
Nim  : 10100114209 
Judul Skripsi : Eksistensi Hukum Islam Pada Sistem Kewarisan 
Masyarakat Tolotang Benteng di Kecamatan Tellu Limpoe 
Kabupaten Sidrap 
Skripsi ini membahas mengenai Eksistensi Hukum Islam pada Sistem 
Kewarisan Masyarakat Tolotang Benteng di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten 
Sidrap. Adapun pokok masalah adalah bagaimana eksistensi hukum Islam pada 
masyarakat Tolotang Benteng di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap. 
Dari pokok masalah tersebut, penulis merumuskan sub masalah yaitu : 1). 
Bagaimana sistem kewarisan menurut hukum Islam 2). Bagaimana sistem 
kewarisan Masyarakat Tolotang Benteng di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten 
Sidrap 3). Bagaimana sistem Kewarisan masyarakat Tolotang Benteng  ditinjau 
dari hukum Islam. 
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu field research kualitatif 
dengan pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan 
terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat 
dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang 
dibutuhkan. Selanjutnya, untuk memperoleh data tengtang masalah ini maka 
digunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Lalu, data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disimpulkan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem kewarisan masyarakat 
Tolotang Benteng menggunakan hukum Adat, tetapi bukan berarti bahwa 
Masyarakat Tolotang Benteng tidak menggunakan hukum Islam dalam hal 
kewarisan. Dengan adanya perkara nomor 46/Pdt.G/2004/PA Sidrap yang di 
ajukan ke Pengadilan Agama menunjukkan bahwa hukum Islam pada sistem 
sistem kewarisan masyarakat Tolotang Benteng masih menunjukkan 
eksistensinya. Walaupun pada akhirnya di penetapan/putusan Pengadilan Agama 
menyatakan pembatalan perkara dengan alasan bahwa kuasa penggugat tidak 
datang menghadap untuk memenuhi isi surat teguran yaitu teguran untuk 
membayar kekurangan biaya.  
Implikasi dari penelitian yaitu Memang sulit menerapkan hukum Islam 
pada sistem kewarisan, karena hukum adat juga masih ikut andil dalam 
masyarakat Tolotang Benteng. Diharapkan Hukum Islam maupun Hukum adat 
yang digunakan oleh masyarakat Tolotang Benteng dalam menyelesaikan 
kewarisan dapat menimbulkan ukhuwah Islamiyah dan kemaslahatan umat. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 1 ayat 3. Hal ini 
berarti bahwa seluruh aspek kehidupan masyarakat di Negara ini di atur 
berdasarkan hukum. Setiap individu  harus tunduk dan patuh pada aturan hukum 
yang berlaku. 
Manusia tidak bisa hidup tanpa ada aturan atau hukum yang mengatur 
kehidupannya. Pada setiap kehidupan, baik itu kehidupan primitif maupun yang 
sudah sangat modern, pasti ada jenis aturan atau hukum yang mengatur tatanan 
kehidupan manusia dalam masyarakat setempat. Oleh Harijah Damis, Abdul 
Manan mengatakan bahwa “hukum-hukum yang dibuat sesuai dengan tata 
kehidupan masyarakat yang hidup dalam masyarakat, hukum lahir  dari 
masyarakat yang terus berkembang”. Itulah sebabnya manusia sejak lahir kedunia 
hingga meninggal dunia, telah diatur dan dilindungi oleh hukum.1 
Norma agama adalah sistem aturan yang diperoleh manusia berdasarkan 
ajaran agama yang dianutnya. Sumber agama yang berasal dari ajaran tuhan yang 
diperoleh atau yang diturunkan dan disebarluaskan melalui para Nabi dan Rasul-
Nya. Alat pengontrol sistem norma agama adalah janji serta sanksi Tuhan Yang 
Maha Esa berupa pahala bagi manusia yang melaksanakan ajarannya dan dosa 
bagi manusia yang ingkar terhadap ajaran agamanya.2 
                                                          
1Harijah Damis, Memahami Pembagian Harta Warisan Secara Damai, (Cet I; Jakarta: 
MT. Al-Itqon, 2013), h. 6 
2Ilham Bisri, Sistem Hukum Indonesia prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di 
Indonesia, (Ed. 1, Cet II; Jakarta: PT Raja Grafindo  Persada, 2005), h. 2. 
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Bangsa Indonesia mengakui agama dan keyakinan yang bermacam-
macam, di akui oleh konstitusi yakni Undang-Undang Dasar (UUD) Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2. Artinya konstitusi 
memberikan kebebasan dalam menjalankan agamanya termasuk dalam 
pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Umat yang melaksanakan 
tentunya masyarakat muslim dalam menyelesaikan sengketa kewarisannya.3 
Kewarisan merupakan permasalahan yang sensitif, karena berkaitan 
dengan pembagian harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada ahli 
warisnya. Bahkan seringkali terjadi perselisihan antara para ahli waris dalam 
pembagiannya. Hal ini disebabkan naluri manusia yang lebih banyak cenderung 
serakah, matrealistis dan rela mengorbankan hak-hak orang lain demi kepentingan 
dan ambisi pribadinya. Karena itu perlu ada sebuah sistem hukum untuk mengatur 
pembagian tersebut guna mencegah perselisihan dan ketidakadilan. Salah satu dari 
sistem hukum itu adalah hukum kewarisan yang dalam Islam di kenal dengan 
istilah Fiqih Mawaris (Faraid).4  
Masalah kewarisan belum terbentuk hukum kewarisan secara nasional 
yang dapat mengatur pewarisan secara nasional bagi seluruh warga negara 
Indonsia. Sehingga dalam hukum kewarisan di Indonesia dapat menggunakan 
berbagai macam system pewarisan yaitu sistem hukum kewariswan menurut KUH 
Perdata, sistem kewarisan menurut hukum adat dan sistem kewarisan menurut 
hukum Islam. Ketiga sistem ini semua berlaku dikalangan masyarakat hukum di 
Indonesia. Bagi yang beragama Islam, berlaku hukum waris Islam dalam 
pembagian harta warisan dan dibolehkan apabila para ahli waris bersepakat untuk 
                                                          
3Supardin, Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Studi Analisis 
Perbandingan), (Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2016), h. 1.   
4Aep Saifullah, Analisis Perbandingan Hukum Kewarisan Adat Sunda dengan Hukum 
Kewarisan Islam, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2007), h. 7. 
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membagi harta warisan tersebut dengan waris lain, misalnya hukum waris adat 
yang dianut oleh mereka. Hukum Islam berkembang sejalan dengan 
perkembangan dan perluasaan wilayah Islam serta hubungannya dengan budaya 
dan umat lain. Dalam kamus besar bahasa indonesia dijelaskan bahwa hukum 
Islam ialah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan 
berdasarkan al-Qur‟an dan hadis.5 
Hukum Waris Islam dirumuskan sebagai “perangkat ketentuan hukum 
yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia 
meninggal dunia”. Sumber pokok Hukum Waris Islam adalah Alquran dan sunnah 
nabi, kemudian qias (analogi) dan ijma‟ (kesamaan pendapat). Dasar hukum waris 
Islam jelas tersurat dalam QS An-Nisa (4) ayat 7, 11, 12 dan 176. Sebagaimana 
firman Allah SWT dalam QS An-Nisa (4) Ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut: 
                            
                  
Terjemahnya:  
Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan 
kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta 
peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut 
bahagian yang telah ditetapkan.  6  
Dalam hadis sebagai berikut: 
 َع ِنِْبا ْنَع اََمف َاِيلَْىِأب َِضئاََرفلا ا ٌْ ُقِحَْلأ َلَاق َمَّلَس ًَ  ِوَْيلَع ِالله ّىلَص ِِّيبَّنلا ِنَع ونع الله يضر ٍساَّب
ملسم هاًر( ٍرَكَذ ٍلُجَر َىل ًْ ُِلِ ٌَ َُيف َِيَقب( 
Artinya: 
                                                          
5Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Ed. III, Cet I; 
Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h.411. 
6Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an Terjemahan dan Asbabun Nuzul, (Surakarta: Al-
Hanan, 2012), h. 77. 
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Ibnu Abbas r.a meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda, berikanlah harta 
waris orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya (kepada pihak) laki-
laki yang lebih utama. (HR. Muslim).7 
Pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya hukum 
kewarisan Islam sebagai bagian dari ajaran agama Islam merupakan salah satu 
indikator kesdarab masyaraakat terhadap hukum kewarisan Islam bagi masyarakat 
muslim pada khusunya. Olehnya itu, orang yang mengetahui hukum kewarisan 
Islam berbeda dengan orang yang kurang atau tidak mengetahuinya. Masyarakat 
yang tidak mengetahui hukum waris Islam biasanya menggunakan kewarisan 
dengan adat Masyarakat. Begitupula dengan masyarakat yang mengetahui hukum 
waris Islam namun karena hukum adat masih sangat menonjol di daerahnya 
sehingga menggunakan kewarisan dengan hukum adat. Yang mana pembagian 
harta warisan dalam hukum Islam berbeda dengan hukum Adat.8 
Adapun dalam Hukum Waris Adat meliputi keseluruhan asas, norma dan 
keputusan kelompok/ketepatan hukum yang bertahan dengan proses penerusan 
serta pengendalian harta benda dan harta cita dari generasi yang satu kepada 
generasi berikutnya sebagai ahli waris. Dalam hukum waris adat ini sangat 
dipengaruhi sistem kekerabatan yang berlaku setempat.9 
Hukum Waris Adat yang  berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam 
tergantung pada daerahnya. Salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang menganut 
sistem hukum waris adat yaitu pada masyarakat Tolotang Benteng di Kelurahan 
Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap. Masyarakat Tolotang 
Benteng terletak di bagian selatan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). 
Masyarakat Tolotang Benteng seperti yang diketahui, mereka beragama Islam dan 
                                                          
7Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz II (t.t.:Al-Maktabahas-Sikapiyah, t.th.), h. 2. 
8Choirur Roziqin, Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam dalam 
Persepsi Masyarakat Desa Pasirsari, skripsi (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2015), h. 3. 
9Istiqamah, Hukum Waris dan Benda, (Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 
2012), h. 2 
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sudah memeluk Islam jauh sebelum Tolotang Towani masuk di daerah tersebut. 
Berbeda dengan Tolotang Benteng, Tolotang Towani menganut agama Hindu 
sejak mereka bermukim di daerah tersebut.   
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik mengadaakan 
penelitian tentang “Eksistensi Hukum Islam pada Sistem Kewarisan Masyarakat 
Tolotang Benteng di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap ” 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian  
Fokus penelitian dimaksudkan agar pembahasan tidak keluar dari pokok 
permasalahan. Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian,  
dalam hal ini, penulis akan memfokuskan penelitian ini pada Eksistensi Hukum 
Islam pada Sistem Kewarisan Masyarakat Tolotang Benteng di Kecamatan Tellu 
Limpoe Kabupaten Sidrap Kabupaten Sidrap. 
2. Deskripsi Fokus 
Berdasarkan pada fokus penelitian dari uraian sebelumnya, maka dapat 
dideskripsikan substansi permasalahan dengan pendekatan pada penelitian ini, 
terhadap Eksistensi Hukum Islam pada Sistem Keawarisan Masyarakat Tolotang 
Benteng di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap. 
a. Eksistensi, menurut kamus besar Bahasa Indonesia eksistensi adalah 
keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan.10 Berikut teori-
teori Eksistensi Hukum Islam adalah sebagai berikut: 
1. Teori Reception In Complexu menyatakan bahwa bagi setiap 
penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. 
                                                          
10Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 253. 
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2. Teori Receptie menyatakan bahwa hukum Islam tidak secara otomatis 
berlaku bagi orang Islam, melainkan jika sudah diterima atau diresepsi 
oleh hukum adat. 
3. Teori Receptie Exit menyatakan bahwa pemberlakuan hukum Islam 
tidak harus didasarkan pada hukum adat. 
4. Teori Receptie A Contrario menyatakan bahwa hukum adat itu berlaku 
apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.11 
5. Teori Eksistensi, teori yang menerangkan adanya hukum Islam dan 
hukum Nasional Indonesia. Maksudnya adalah: 
a. Ada dalam arti hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai 
bagian yang integral. 
b. Ada dalam arti adanya kemandiriannya yang di akui berkekuatan 
hukum nasional dan sebagai hukum nasional. 
c. Ada dalam arti norma hukum Islam sebagai penyaring. 
d. Ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum 
Indonesia.12 
6. Teori pembaruan 
7. Teori Interdependensi 
8. Teori Sinkretisme13 
b. Hukum Islam adalah Peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah 
dan Sunnah Rosul tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat 
                                                          
11Muh. Haras Rasyid, Dinamika Hukum Islam dan Aktualisasi Teori-Teori Berlakunya 
Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Hukum (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar, 2013), diunduh pada 21 Juli 2018 
12Edi Gunawan, Pengaruh berlakunya Teori Hukum Islam terhadap pelaksanaan 
Peradilan Agama di Indonesia, Jurnal Ilmiah Al-Syir‟ah (IAIN Manado, 2007), di unduh pada 21 
Juli 2018.  
13Ahmad Izzuddin, Problematika Implementasi Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Hukum 
(UIN Maulana Malik Ibrahim, 2009), diunduh pada 21 Juli 2018. 
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dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi 
semua pemeluk agama Islam.14 
c. Kewarisan adalah pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) 
pewaris, menentukan siap-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan 
berapa bagiannya masing-masing terhadap ahli waris yang berhak (tidak 
terhalang atau tidak mahjib hirman). Dalam kewarisan da tiga inti yang 
merupakan syarat mutlak yaitu ilmu tentang kewarisan, harta warisan dan 
pewaris serta ahli waris.15 
d. Masyarakat adalah sejumlah manusia di arti seluas luasnya dan terikat oleh 
suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.16 
e. Tolotang Benteng 
Tolotang merupakan istilah yang pertama  kali diucapkan oleh La 
Patiroi, Addatuang Sidentreng VII, untuk menyebut pendatang yang 
berasal dari arah selatan, yaitu wajo. Dimana Tolotang terdiri atas 2 (dua) 
kata yaitu To (bahasa bugis) berarti Orang dan kata Lotang (bahasa bugis) 
berarti selatan.  Tolotang terbagi menjadi dua kelompok yaitu Tolotang 
Towani yaitu komunitas yang tetap mempertahankan ajaran Tolotang dan 
Tolotang Benteng yaitu komunitas yang sudah berpindah keyakinan ke 
agama Islam.  
Akan dilakukan penelitian lanjutan untuk mendapatkan data pada 
lokasi, sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas untuk mendapatkan 
jawaban terhadap ruang lingkup masalah yang diteliti. 
                                                          
14Zainudin Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Sinar 
Grafika, 2006), h. 3.  
15Supardin, Fikih Mawaris  dan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Studi Analisis 
Perbandingan), (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2016), h. 4. 
16Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. III; Jakarta : Balai Pustaka, 2005), 
h.721. 
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f. Hukum Adat adalah sistem aturan berlaku dalam kehidupan masyarakat 
Indonesia yang berasal adat kebiasaan, yang secara turun temurun 
dihormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia.17 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar  belakang diatas, maka pokok masalah dalam penelitian 
ini adalah “Eksistensi Hukum Islam pada Sistem Kewarisan Masyarakat Tolotang 
Benteng di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap”. Untuk memudahkan 
pembahasanya, maka penulis merumuskan dalam beberapa sub masalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana sistem kewarisan ditinjau dari Hukum Islam ? 
2. Bagaimana sistem kewarisan masyarakat Tolotang Benteng di Kabupaten 
Sidrap ? 
3. Bagaimana sistem kewarisan Masyarakat Tolotang Benteng di tinjau dari 
Hukum Islam ?  
D. Kajian Pustaka 
Sebagaimana yang telah diuraikan dalam rumusan masalah dan tujuan 
penelitian dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa karya tulis 
ilmiah yang telah dilakukan terdahulu, baik dalam bentuk buku, tesis, skripsi, 
jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan yang diantaranya 
sebagai berikut : 
1. Choirur Roziqin Skripsi di STAIN Pekalongan  (2011) menulis tentang 
“Pelaksanaan Pembagian Harta Waris  Menurut Hukum Islam Dalam 
Persepsi Masyarakat Desa Pasirsari” dalam penelitiannya bahwa di Desa 
Pasirsari banyak kejadian seputar pembagian warisan. Ada yang membagi 
                                                          
17Ilham Bisri, Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di 
Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.112. 
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dengan cara anak laki-laki mendapat duan dan anak perempuan mendapat 
satu dan adapula yang membagi rata berdasarkan kesepakatan keluarga.  
2. Aep Saifullah Skripsi di UIN Syarif Hidayatullah (2007) menulis tentang 
“Analisa Perbandingan Hukum Kewarisan Adat Sunda dengan Hukum 
Kewarisan Islam” dalam penelitiannya hukum kewarisan adat dan hukum 
kewarisan Islam pada masyarakat Sunda masih di terapkan. Bagi yang 
memeluk Islam seharusnya tetap berpegang teguh pada prinsip hukum 
kewarisan Islam, adapun yang tetap memakai ketentuan adatnya tetap di 
perkenankan mengingat substansinya tidak jauh berbeda. 
3. Hiksyani Nurkhadijah Skripsi di Universitas Hasanuddin (2013) menulis 
tentang “Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Ammatoa di 
Kabupaten Bulukumba” dalam penelitiannya sistem pembagian warisan 
pada masyarakat Ammatoa dilakukan secara kolektif bergilir (bersama-
sama) dimana hasil dan pengelolaannya dilakukan secara bergilir sesuai 
dengan garis keturunan 
4. Supardin dalam bukunya “Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan Islam di 
Indonesia (Studi Analisis Perbandingan)”. Buku ini menjelaskan tentang  
perbedaan fikih mawaris dan hukum kewarisan Islam dalam 
menyelesaikan sengketa kewarisan. Seperti membedakan sistem 
pembagian warisan termasuk penggolongan/pengelompokan menurut fikih 
mawaris dan hukum kewarisan Islam di Indonesia. 
5. S. Gegge Mappangewa dalam bukunya “Lontara Rindu”. Novel ini 
bertutur tentang hubungan manusia di dalam keluarga dan lingkungannya 
yang komplek, terutama karena ada latar belakang adat dan agama yang 
berbeda yaitu agama Islam dan Tolotang yang beragama Hindu. Dalam 
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buku ini diselipkan sejarah dari Tolotang, peranan Uwa‟ hingga tradisi-
tradisi masyarakat Tolotang. 
6. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) hukum kewarisan diatur dalam 
pasal 171 sampai dengan pasal 214.  
7. Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya “Fiqih Lima Mazhab”. 
Dalam buku ini di jelaskan tentang pendapat para Imam mazhab yakni 
Imam Ja‟far, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi‟i, 
Imam Ahmad Hambali tentang kewarisan. 
Adapun perbedaan penelitian-penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu, 
berbeda lokasi data yang digunakan, Pelaksanaan Pembagian Harta Waris  
Menurut Hukum Islam Dalam Persepsi Masyarakat Desa Pasirsari, Analisa 
Perbandingan Hukum Kewarisan Adat Sunda dengan Hukum Kewarisan Islam, 
Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Ammatoa di Kabupaten 
Bulukumba, Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Studi 
Analisis Perbandingan), sedangkan dalam kajian ini, penulis akan meneliti tentang 
Eksistensi Hukum Islam pada Sistem Kewarisan Masyarakat Tolotang Benteng di 
Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: 
a. Untuk mengetahui sistem kewarisan ditinjau dari Hukum Islam. 
b. Untuk mengetahui sistem kewarisan adat masyarakat Tolotang Benteng 
di Kabupaten Sidrap. 
c. Untuk mengetahui sistem kewarisan masyarakat Tolotang Benteng di 
Kabupaten Sidrap ditinjau dari Hukum Islam. 
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2. Kegunaan Penelitian 
a. Dalam penelitian ini diharapkan adanya manfaat bagi penelitian 
selanjutnya, khususnya penulis sebagai penambah wawasan maupun 
pengetahuan mengenai sistem kewarisan. 
b. Dengan adanya skripsi ini semoga dapat menjadi referensi dalam 
menunjang penelitian selanjutnya yang mungkin cakupannya lebih luas 
lagi. 
c. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai khasanah keilmuan 
bagi masyarakat, khusunya masyarakat Tolotang Benteng di Kabupaten 
Sidrap yang berkaitan dengan masalah kewarisan menurut Hukum 
Islam. 
 
  
12 
BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Tinjauan Umum kewarisan Islam 
1. Pengertian kewarisan Islam 
Secara bahasa, kata waratsa asal kata kewarisan digunakan dalam Al- 
Quran. Dalam Al-Quran dan dirinci dalam Sunnah Rasulullah Saw., hukum 
kewarisan Islam ditetapkan. Secara bahasa, kata waratsa memiliki beberapa arti; 
mengganti, memberi dan mewarisi. Dalam istilah fikih Islam, kewarisan (al-
mawaris kata tunggalnya al-mirats) juga disebut dengan faraidh jamak dari 
faridhah.35 
Secara terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mmengaur 
tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, 
menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagian masing-masing.36 
Menurut Prof. Muhammad Amin Suma, hukum kewarisan Islam yaitu 
hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, 
menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa 
bagian masing-masing ahli waris dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan 
pewaris dilaksanakan.37 
Menurut Muh. Idris Ramulyo, wirasah atau hukum waris adalah hukum 
yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, 
harta peninggalan serta pembagian yang lazim disebut hukum faraidh.38 
                                                          
35Ahmad Rofik, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Ed. Revisi, Cet. I; Jakarta: Rajawali 
Pers, 2013), h. 281. 
36Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam. 
37Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: 
Rajagrafindo Persada, 2004), h.108.  
38M. Idris Mulyo, Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, 
(Jakarta: In Hill Co, 1991), h. 42. 
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Ilmu waris disebut juga ilmu faraidh, yang diambil dari kata mafrudha 
(اٗضوُرۡفَو) yang terdapat didalam Q.S An-Nisa/4 Ayat 7. Mafrudha pada ayat 
tersebut diartikan bagian yang telah ditetapkan (bagian yang dipastikan kadarnya). 
Menurut al-Imam Takiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husain, 
faraidh adalah bagian yang telah ditentukan oleh syariat kepada yang berhak 
menerimanya, hal ini sesuai dengan hadia Nabi Muhammad Saw.: “sesungguhnya 
Allah Azza wazallah telah memberikan kepada orang yag berhak akan haknya, 
ingatlah tidak ada wasiat kepada ahli waris”.39 
Sedangkan menurut as-Syarbini ilmu faraidh adalah ilmu yang 
berhubungan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara 
menghitung yang dapat menghasilkan pembagian harta warisan dan pengetahuan 
tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiapa orang yang 
berhak menerimanya.40 
Dari beberapa definisi diatas, maka secara singkat ilmu faraidh atau ilmu 
waris aialah ilmu yang mengatur peralihan harta orang yang telah meninggal 
kepada orang yang masih hidup berdasarkan ketentuan syariat Islam (Al-Quran, 
As-Sunah, Ijma‟ Ulama daan Ijtihad Ulama).41 
Maka sehubungan dengan penjelasan tersebut diatas, maka dapat 
disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang 
pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa 
yang berhak (tidak terhalang atau tidak mahjub hirman). Artinya dalam hukum 
kewarisan Islam ada tiga unsur pokok yaitu ilmu tentang cara memindahkan hak 
dari pewaris ke ahli waris, menentukan siapa yang menjadi ahli waris yang berhak 
                                                          
39Al-Imam Takiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-husain, kifayah al-Akhyar, 
(Surabaya: Maktabah Iqbal Haji Ibrahim, Tth, Juz. 2), h. 3. 
40As-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, Juz. 3, h. 3. 
41Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Ed. I, Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 
2015), h. 3.  
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da menenukan kadar atau bagian dari masing-masing ahli waris yang berhak 
menerima harta warisa tersebut. 42 
2. Asas-asas Kewarisan dalam Hukum Kewarisan Islam 
Kata asas berarti dasar yang menjadi tumpuan berfikir dan berpendapat. 
Kata asas apabila diggandengkan dengan kata hukum menurut Van Eikema 
Hommes adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam bentuk hukum positif. Asas 
hukum dapat dipahami sebagai perinsip dasar atau petunjuk arah yang melahirkan 
peraturan-peraturan. Jadi, asas hukum kewarisan Islam adalah prinsip dasar atau 
petunjuk arah yang melahirkan peraturan-peraturan terkait dengan hukum 
kewarisan Islam43. Adapun asas-asas hukum kewarisan Islam adalah: 
1. Asas Ketauhidan  
Asas ketauhidan adalah melaksanakaan pembagian harta warisan terlebih 
dahulu didasarkan pada keimanan yang kuat kepada Allah swt dan Rasulullah 
saw. Ketaatan kepada Allah swt dan Rasulullah saw akan memperkuat 
keyakinan bahwa sistem kewarisan Islamlah yang benardan tepat dilaksanakn 
bagi mereka yang beragama Islam. 
2. Asas Ijbari 
Asas ijbari mengandung suatu kepastian akan terajdinya peralihan arta 
setelah seseorang meninggal dunia (pewaris) kepada ahli waris dan jumlahnya 
bagian dari ahli waris telah ditentukan dengan jelas (terinci) dan pasti. Peraihan 
harta peninggalan, siapa yang berhak dan berapa bagiannya masing-masing 
tidak tergantung pada kehendak ahli waris. 
                                                          
42Supardin, Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Studi Analisis 
Perbandingan), (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2016), h. 4. 
43Abdillah Mustari, Hukum Kewarisan  Islam, (Cet I; Makassar: Alauddin University 
Press, 2014 ), h. 14. 
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Asas ijbari mengandung kepastian dalam 3 (tiga) hal, yaitu peralihan 
harta warisn pewaris, besar bagian masing-masing ahli waris dan penentuan 
ahli waris yang berhak mendaapat harta warisan yang ditinggalkan oleh 
pewaris.  
3. Asas Bilateral 
Asas bilateral yaitu harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. 
Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari dua belah 
pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak 
kerabat garis keturunan perempuan.  
4. Asas Individual  
Asas  individu mengandung pengertian bahwa harta warisan dapat dibagi 
kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara individual atau secara 
perorangan. Pembagian secara indivudual didasarkan pada ketentuan bahwa 
setiap manusia sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak 
dan menjalankan kewajiban. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya 
secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris lainnya.  
5. Asas Keadilan Berimbang 
Asas keadilan berimbang yakni mengandung pengertian harus senantiasa 
terdapat keseimbangan antara hak dan kewajian, antara hak yag diperoleh 
seseorang dengan kewajiban yang diemban. Hak warisan yang diterima oleh 
ahli waris kepada pewaris pada hakekatnya merupakan pelanjutan tanggung 
jawab pewarsi terhadap keluarganya hingga kadar yang diterima ahli waris 
berimbang denga perbedaan-perbedaan tanggung jawab seseorang. Tanggug 
jawab dan kewajiban seorang laki-laki lebih besar dari tanggung jawab seorang 
perempuan.  
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6. Asas Kematian 
Asas kematian yakni hukum kewarisan Islam menetapkan peralihan harta 
warisan setelah seseorang yang mempunyai harta (pewaris) meninggal dunia. 
Harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris 
selama yang mempunyai harta masih hidup. 
7. Asas Pembagian Seketika 
Asas pembagian seketika adalah harta warisan pewarisan harus 
diperhitungkan dan dibagi segera setelah pewaris meninggal. Tidak tuntasnya 
perhitungan dan pembagian harta warisan pewaris setelah meninggalkan dunia 
akan menimbulkan berbagai masalah berkelanjutan, baik antara para ahli waris 
maupun orang-orang yang terjakait dengan harta peninggalan, sehingga 
menjadikan perselisihan/konflik berkepanjangan antar ahli waris.44 
8. Asas Huququl Maliyah (Hak-Hak Kebendaan) 
Maksud dari Huququl Maliyah adalah hak-hak kebendaan, artinya hanya 
hak dan kewajiban terhadap kebendaan yang dapat diwariskan kepada ahli 
waris. Sedangkan, hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan 
atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi, seperti suami atau istri, 
jabatan, keahlian dalam suatu ilmu dan semacamnya tidak dapat diwariskan.45 
9. Asas Huququn Thaba‟iyah (Hak-Hak Dasar) 
Pengertian Huququn Thaba‟iyah adalah hak-hak dari ahli waris sebagai 
manusia. Artinya meskipun ahli waris itu sseorang bayi yang baru lahir atau 
seorang yang sudah sakit menghadaapi kematian, sedangkan ia masih hidup 
ketika pewaris meninggal dunia, begitu juga suami istri yang belum bercerai, 
                                                          
44Harijah Damis, Memahami Pembagian Harta Warisan Secara Damai, (Cet. I; Jakarta: 
MT. Al-Itqon, 2013), h. 28. 
45Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Ed. I, Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 
2015), h. 6. 
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walaupun telah berpisah tempat tinggalnya, maka dipandang cakap mewarisi 
harta tersebut. 
3. Sumber dan Dasar Hukum Kewarisan 
1. Dasar Hukum dari Al-Quran 
Masalah kewarisan dalam Islam merupakan masaah yang palin sempurna 
dikemukakan oleh Al-Qur‟an, bahkan dapat dibiang tuntas. Nash-nash yang 
menjadi dasar hukum atau dalil-dalilnya dapat dipahami secara langsung tanpa 
membutuhkan penafsiran. Sumber hukum utama untuk perhitungan waris dari Al-
Qur‟an terdapat pada tiga ayat dalam surah yang sama, yaitu ayat 7, 11, 12 dan 
176 surat An-Nisa. Ayat-ayat inilah yang disebut dengan ayat-ayat waris.46  
a. Q.S An-Nisa/4 Ayat 7 
 ِلاَِّجرِنّم  َكََرح اَىِّم ٞبيَِصً ِنا َِلَِٰ َو
ۡ
مٱ  َو َنُِبَرۡق
َ ۡ
لۡٱ  َكََرح اَىِّم ٞبيَِصً ِٓءاَِسّنِنلَو َٰ َو
ۡ
مٱ ِنا َِلِ  َو َنُِبَرۡق
َ ۡ
لۡٱ 
 اٗضوُرۡفَو اٗتيَِصً َۚ َُثَك ۡو
َ
أ ٍُ ٌۡ ِو ََلق اَىِم٧  
 
Terjemahnya: 
Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa 
dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari 
harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 
menurut bahagian yang telah ditetapkan.  47  
b. Q.S An-Nisa/4 Ayat 11 
 ُهُكيِصُِي  َُللّٱ  ِّظَح ُلۡرِو ِرَكَِلذل ۡۖۡهُكِدَٰ َلۡو
َ
أ ِٓفِ ن ِۡيََيثً
ُ ۡ
لۡٱ  َق ِۡ َف ٗٓءاَِسن َيُك ِنَإف ِۡيََخۡنذٱ  َي ُُ ََنف
وَإِ َۡۖكََرح اَو اَُرُنذ ا َُ
ََنف ٗةَدِحَٰ َٰ  َۡجًَان ن َُۚفِّۡصلٱ  اَى ُُ ٌۡ ِّو ٖدِحَٰ َٰ  ِ
ُِّكم ٍِۡي َِ َة
َ
ِلَۡو ُسُد ُّسلٱ  ََرح اَىِم َك 
 ُ
َ
ل َنَان ِنإۥ  ُ
َ
ل يَُكي ۡهَم ِنَإف َۚ ٞ
َ
لَِوۥ  ٍُ َِذرَوَو ٞ
َ
لَِو ٓۥ  ٍِِّو
ُ
َِلِف ُها َِ َة
َ
أ َُُۚدنُّلثٱ  ُ
َ
ل َنَان ِنَإف ٓۥ  ٍِِّو
ُ
َِلِف ٞةَِ ِۡخإ
 ُد ُّسلٱ َُۚس  ُّي
َ
أ َنوُرَۡدح 
َ
لَ ۡهُُكٓؤاٌَ ۡب
َ
أَو ۡهُُكٓؤَاةاَء ٍٍۗۡييَد ۡو
َ
أ ٓ ا َُ ِ ة ِصُِِي ٖثَيِصَو ِدۡعَب ۢيِوه ُُ  ُبَرۡق
َ
أ 
 َيِّو ٗثَضيَِرف َۚ اٗعۡفَن ۡهُك
َم ِهَللّٱ  َِنإ ََللّٱ  اٗىيِكَح اًىِينَع َنَان١١   
 
                                                          
46Abdillah Mustari, Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang 
Hukum Perdata Barat, (Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2014 ), h. 29. 
47Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an Terjemahan dan Asbabun Nuzul, (Surakarta: Al-
Hanan), h. 77. 
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Terjemahnya: 
Allah mensyari´atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) 
anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan 
bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya 
perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta 
yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia 
memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi 
masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika 
yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal 
tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka 
ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai 
beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-
pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat 
atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan 
anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang 
lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari 
Allah Swt. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana.  48  
c. Q.S An-Nisa/4 Ayat 12 
 ُهُكََنف ٞ
َ
لَِو َي ُُ َ ل َنَان ِنَإف َۚ ٞ
َ
لَِو َي ُُ
َ
ل يَُكي ۡهَم ِنإ ۡهُكُجَٰ َٰ ۡز
َ
أ َكََرح اَو ُفِۡصً ۡهُكَمَو ُُعب ُّرلٱ 
 َي ُُ َ لَو نٖۡييَد ۡو
َ
أ ٓا َُ ِ ة َيِصُِي ٖثَيِصَو ِدۡعَب ۢيِو ََۚي
ۡ
كََرح اَىِم ُعُب ُّرلٱ  ۡهَُكم يَُكي ۡهَم ِنإ ۡهُخ
ۡ
كََرح اَىِم
 َۚ ٞ
َ
لَِو  َي ُُ ََنف ٞ
َ
لَِو ۡهَُكم َنَان ِنَإف ُيُىُّلثٱ  نوَإِ ٍٖۗۡييَد ۡو
َ
أ ٓ ا َُ ِ ة َنُِصُِح ٖثَيَِصو ِدۡعَب ۢيِّو نهُخ
ۡ
كََرح اَىِم
 ِو
َ
أ ًَثنََٰلَك َُثرُِي ٞلَُجر َنَان ٞ ة
َ
أَرۡمٱ  ُ
َ
لَو ٓۥ  اَى ُُ ٌۡ ِّو ٖدِحَٰ َٰ  ِ
ُِّكَنف ٞجۡخ
ُ
أ ۡو
َ
أ ٌخ
َ
أ َُۚسُد ُّسلٱ  
ْ
ِٓا ًَُان ِنَإف
 
َ
أ ۡك ََث  ِفِ ُء
ٓ
َكَ َُشُ ۡه ُُ َف َِكلَٰ َذ يِو نُِدنُّلثٱ  ٗثَيَِصو َۚ ّٖٓراَضُم 
َۡيَۡغ ٍۡييَد ۡو
َ
أ ٓا َُ ِ ة ََٰصُِِي ٖثَيِصَو ِدۡعَب ۢيِو
 َيِّو ِهَللّٱ  َو َُللّٱ  ٞهِينَح ٌهِينَع١٢  
Terjemahnya: 
Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan 
oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-
isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari 
harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka 
buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh 
seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai 
anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh 
seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi 
wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. 
Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak 
meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai 
seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara 
perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis 
                                                          
48Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an Terjemahan dan Asbabun Nuzul, h. 78. 
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saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu 
lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, 
sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar 
hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). 
(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari´at yang benar-
benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. 
49
 
d. Q.S An-Nisa/4 Ayat 176 
 ََكًُِخۡفَخَۡسي  ُِلق َُللّٱ  ِفِ ۡهُكِيخۡفُي ن َِثنََٰلَك
ۡ
مٱ  ِِنإ 
ْ
اٌؤُرۡمٱ  ُ
َ
ل َسَۡيم َكَن ََۥ  ُ
َ
لَو ٞ
َ
لَِو ٓۥ  ا َُ ََنف ٞجۡخ
ُ
أ
 اَخَنَان ِنَإف َۚ ٞ
َ
لَِو ا َُ
َ
ل يَُكي ۡهَم ِنإ ٓ ا َُ ُثَِري َِ
َُ َو ََۚكََرح اَو ُفِۡصً ِۡيََخۡنذٱ  اَى ُُ
ََنف ِناَُرنُّلثٱ  ََۚكََرح اَىِم 
 ِّظَح ُلۡرِو ِرَكَِلذَنف ٗٓءاَِسنَو 
ٗ
لَاَِّجر ٗةَِ ِۡخإ 
ْ
آِ ًَُان نوَإِ ٍۗ ِۡيََيثً
ُ ۡ
لۡٱ  ُ َِّيُبي َُللّٱ  َو ه
ْ
ِا ُّنَِضح ن
َ
أ ۡهَُكم َُللّٱ 
 ُۢهِينَع ٍء َۡشَ ِّلُِكة١٧٦  
Terjemahnya: 
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: 
"Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika 
seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan 
mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang 
perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan 
saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara 
perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara 
perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta 
yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris 
itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian 
seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara 
perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya 
kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.
 50
 
2. Dasar Hukum dari Hadis 
Selain dari Al-Qur‟an, terdapat pula hadits yang menerangkan tentag 
hukum pembagian harta warisan ini. Hadits tersebut adalah:  
 َع ْن  ِا ْب ِن  َع َّب ٍسا  ونع الله يضر َع ِن  ِِّيبَّنلا  َص ّل ِالله ى  َع َل ْي ِو  ًَ َس َّل َم  َق َلا  َأ ْل ِح ُق ٌْ َفلا ا َر ِئا َض  ِب َأ ْى ِل َي َف ا َم ا
 َِيَقب  ٌَ َُيف  ُِلِ ًْ َل َر ى ُج ٍل  َذ َك ٍر ملسم هاًر(( 
 
Artinya: 
                                                          
49
 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an Terjemahan dan Asbabun Nuzul, h. 79. 
50
 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an Terjemahan dan Asbabun Nuzul,  h. 106. 
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Ibnu Abbas r.a. meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda, berikanlah harta 
waris orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya (kepada pihak) laki-
laki yang lebih utama. (HR. Muslim).51 
Adapun yang dimaksud dengan “laki-laki yang lebih utama” pada hadits 
diatas adalah kerabat laki-laki yang tedekat kekerabatannya dengan pewaris, 
kemudian jika msih ada sisanya beralih ke kerabat laki-laki lain yang urutan 
kedekatannya setelah kerabat yang pertama dan begitu seterusnya. 
3. Dasar Hukum dari Ijma 
Ijma yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggalan Rasulullah 
Saw. tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah. 
Kerena telah disepakati oleh para saahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai 
referensi hukum.52 
Para sahabat Nabi, tabi‟in (generasi setelah sahabat), dan tabi‟it tabi‟in 
(generasi setelah tabi‟in), setelah berijma‟ atau bersepakat tentang legalitas ilmu 
faraidh dan tiada seorang pun yang menyalahi ijma‟ tersebut. Kalangan sahabat 
nabi yang terkenal dengan pengetahuan ilmu faraidnya ada empat, mereka adalah 
Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Zaid bin Tsabit dan Abdullah ibnu 
Mas‟ud. Apa yang mereka sepakati atas sebuah masalah faraid, maka umat Islam 
akan menyetujuinya, kendatipun terdapat perbedaan pendapat diantara mereka 
dalam satu masalah tertentu. 
4. Sumber Hukum dari Ijtihad 
Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus 
pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Misalnya terhadap masalah 
radd dan aul. Di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil 
ijtihad masing-masing sahabat, tabi‟in dan ulama. 
                                                          
51Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz II (t.t.:Al-Maktabahas-Sikapiyah, t.th.), h. 2. 
52
 Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, h. 14.  
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4. Rukun dan Syarat Kewarisan 
1. Rukun-rukun waris 
a. Adanya Pewaris (Muwarrits) 
Pewaris yaitu orang yang meninggal, baik mati secara haqiqi maupun 
mati mukmy (suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar 
beberapa sebab, sesungguhnya ia belum mati sejati). Pewaris adalah orang 
yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisa 
dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan 
dengan suatu proses pengalihan hak atas harta seseorag yang telah meninggal 
dunia kepada keluarganya yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada 
keluarganya tidaka dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan itu dilakukan 
pada saat menjelang kematiannya. 
Menurut sistem hukum waris Islam, pewaris adalah orang yang 
memiliki harta semasa hidupnya, telah meninggal dunia, yang beragama 
Islam. Baik yang mewariskan maupun yang diwarisi harta warisan harus 
beragama Islam.  
b. Adanya Ahli Waris (warits) 
Ahli waris adalah (warits) adalaah orang yang pada saat meninggal 
dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, 
beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.53 
 Ahli waris yaitu seseorang atau sekelompok orang yang berhak untuk 
menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya 
ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan atau lainnya, beragama 
Islam dan tidak terhaang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Termasuk 
dalam pengertian ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan. 
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 Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam. 
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Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui 
gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut 
mandapatkan harta warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas 
mengenai batasan paling sedikit (batas minimal) atau paling lama (batas 
maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepda siapa 
janin tersebut akan dinasabkan. 
Yang dapat menjadi ahli waris dari pewaris yang beragama Islam 
adalah ahli waris yang beragama Islam. Ahli waris dapat dipandang Islam 
apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau 
kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang dewasa, 
beragama menurut agama dari ayahnya atau lingkungan sekitar sibayi 
tersebut. 
c. Adanya harta warisan (Mauruts Atau Tirkah) 
Harta warisan (mauruts) adalah harta benda yang ditinggalkan oleh 
pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-
biaya perawatan, melunasi utang-utang dan melaksanakan wasiat si pewaris. 
Dan yaang dimaksud dengan harta warisan (tirkah) adalah apa-apa yang 
ditinggalkan oleh orng yang meninggal dunia dibenarkan oleh syariat untuk 
di pusakai oleh para ahli waris.54 
Menurut Kompilasi Hukum Islam, harta warisan adalah harta bawaan 
ditambah harta bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan 
pewariis selamasakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah 
(tajhiz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.55 
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Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa harta 
warisan merupakan harta bersih, setelah dipotong biaya-biaya keperluan 
pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, biaya 
pembayaran utang dan biaya pembayaran wasiat sipewaris. Dan harta warisan 
itu dapat berbentuk harta benda milik pewaris dan hak-haknya. 
Adanya harta warisan menurut hukum waris Islam adalah harta 
bawaan dan harta bersama dikurang  biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 
pewaris selama sakit dan setelah meninggal dunia. Misalnya pembayaran 
hutang, pengurusan jenazah dan pemakaman. Harta warisan dalam hukum 
waris Islam tidak hanya harta benda tetapi juga hak-hak dari pewaris yaitu 
harta peninggalan milik pewaris yang ditinggalkan ketika ia wafat. Harta 
warisan ini dapat berbagai macam bentuk jenisnya seperti uang, emas, perak, 
kendaraan bermotor, asuransi, komputer, peralatan elektronik, binatang ternak 
(seperti ayam, kambing, domba, sapi, kerbau dan lain-lain), rumah, sawah, 
tanah, kkebun, toko, perusahaan dan segala sesuatu yang merupakan milik 
pewaris yang didalamnya ada nilai materinya. 
Harta warisan berbeda dengan harta peninggalan. Tidk semua harta 
peninggalan menjadi harta warisan yang dapat diwariskan kepada ahli waris, 
melainkan semua harta warisan baik berupa benda maupun hak-hak harus 
bersih dari segala sangkut paut dengan orang lain. Karena, pengertian harta 
peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati secara 
mutlak. 
2. Syarat-syart Waris 
a. Telah meninggalnya pewaris baik secara nyata maupun secaara 
hukum (misalnya dianggap telah meninggal oleh hakim, karena 
setelah dinantikan hingga kurun waktu tertentu, tidak terdengar 
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mengenai hidup matinya). Hal ini sering terjadi pada saat datang 
bencana alam, tenggelamnya kapal di lautan dan lain-lain. 
b. Adanya ahli waris yang masih hidup secara nyata pada waktu pewaris 
meninggal dunia. 
c. Seluruh ahli waris telah diketahui secara pasti, termasuk 
kedudukannya terhadap pewaris dan jumlah bagiannya masing-
masing.  
d. Mempunyai hubungan darah dengan pewaris, misalnya anak kandung, 
orang tua pewaris dan seterusnya. 
e. Mempunyai hubungan perkawinan (suami/istri pewaris). 
f. Mempunyai hubungan satu agama dengan pewaris. 
g. Tidak terhalang untuk mendapatkan warisan, misalnya ia pembunuh 
pewaris.56 
5. Sebab-sebab Terjadinya Kewarisan  
Syariat Islam telah menetapkan bahwa ada tiiga sebab yang menyebabkan 
seseorang memperoleh harta peninggalan/harta pusaka, yakni: hubungan 
kekerabatan, perkawinan dengan akad yang sah dan wala‟. Sebab-sebab 
memperoleh warisan dapat pula dikelompokkan dalam dua sebab, yaitu sabab dan 
nasab. Nasab ialah hubungan kekeluargaan, sedangkan sabab mencakup 
perkawinan dan perwalian (wala‟). 
1. Sebab mewarisi karena sabab 
a. Perkawinan  
Perkawinan yang dimaksud adalah mencakup pernikahan yang sah 
dan percampuran syubhat, sedangkan perkawinan tidak bisa terjadi kecuali 
dengan adanya akad yang sah yakni terpenuhinya syarat dan rukunnya, antara 
                                                          
56Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, h. 27. 
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seorang laki-laki dengan seorang perempuan meskipun belum terjadi 
hubungan kelamin antara duda istri, atau masih dalam status tertalak raj‟i, 
maka diantara keduanya terdapat hak saling mewarisi.  
b. Al-wala‟ 
Al-wala‟ yaitu kekerabatan karena sebab hukum karena membebaskan 
budak. Orang yang telah membebaskna budak berarti telah mengembalikan 
kebebasandan jati diri seseorang sebagai manusia bebas yang memiliki hak 
dan kewajiban sama dengan manusia lainnya. Karena itulah kepadanya 
dianugerahkan hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, bila budak 
yang dibebaskannya itu meninggal dunia dan taidak memiliki ahli waris, baik 
karena sebab kekerabatan ataupun perkawinan, maka yang mewarisinya ialah 
orang yang telah memerdekakannya.  
Hubungan ini sudah tidak berlaku lagi, karena setelah Islam datang, 
perbudakan sudah dihapus oleh Islam, karena perbudakan bertentangan 
dengan syariat Islam.57 
2. Sebab mewarisi karena hubungan agama (sesama Muslim) 
Untuk mengetahui hubungan agama, telah dijelaskan dalam Kompilasi 
Hukum Islam “ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu 
identitas atau amalan atau kesaksian, sedangkan baagi bayi yang baru lahir atau 
anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.58 
Dalilnya hadis Nabi Muhammad Saw.: “orang-orang Islam tidak mewarisi 
orang kafir tidak mewarisi orang Islam”. (H.R Jama‟ah). 
 
 
                                                          
57Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, h. 29. 
58Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. 
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3. Sebab mewaris karena Nasab 
Sebab nasab yang dimaksud adalah hubungan kekerabatan atau hubungan 
darah. Kekerabatan terjadi karena adanya hubungan darah atau keturunan yang 
sah antara dua orang, baik keduanya berada daalam satu jalur hubungan ayah ke 
atas disebut ushul‟, atau anak pada garis lurus ke bawah yang di sebut furu‟ 
maupun pertalian darah garis menyamping seperti saudara, paman yang disebut 
hawasyi. 
6. Penghalang Kewarisan 
Faktor gugurnya hak mewarisi maksudnya kondisi yang menyebabkan hak 
waris seseorang menjadi gugur, yang pada garis besarnya terbagi dalam dua faktor 
utama, yaitu faktor sifat atau disebut mawani‟ul irtsi dan faktor kekerabatan.  
1. Pembunuhan  
Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (misalnya seorang anak 
membunuh ayahnya), maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Maka jika 
ada anak yang membunuh orang tuanya dengan jalan apapun karena ingin 
segeea mendapatkan harta warisan, maaka sesungguhnya ia telah berdosa 
besar, yakni dosa membunuh orang tua dan juga dosa telah mengambil harta 
warisan yang bukan merupakan haknya. Imam Malik memberi pegecualian 
untuk kasus pembunuhan yang tanpa disengajan dan pembunuhan yang 
disengaja karena pembelaan diri. Asy-Syafi‟i berpendapat bahwa setiap 
pembunuhan menghalangi pewarisan, sekalipun pembunuhan itu dilakukan 
oleh anak kecil atau orang gila, dan sekalipun dengan cara yang benar seperti 
had tau qishash atau memberikan kesaksian palsu yang menyebabkan pewaris 
dijatuhi hukuman mati atau bahkan hanya membenarkan kesaksian para saksi 
lain dalam pelaksanaan qishash atau hukuman mati. Sedangkan ulama 
Hanafiyah menentukan bahwa pembunuhan yang dapat mengugurkan hak 
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waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarah. Dalam 
pandangan ulama Malikiyah bahwa pembunuhan yang disengaja atau yang 
direncanakan yang dapat menguurkan hak waris. Ulama Hanbali berpendapat 
bahwa pembunuhan yang menyatakan sebagai pengugur hak waris adalah 
setiap jeis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya di qishash, membayar 
diat atau membayar kaffarah. 
2. Berlainan Agama 
Seorang muslim tidak dapat mewarisi harta warisan orang non muslim 
walaupun ia adalah orang tau atau anak begitu pula sebaliknya. Demikian pula 
orang yang telah keluar dari Islam dinyatakan sebagai orang murtad menjadi 
penggugur hak mewarisi. Dalam hal ini telah menjadi kesepakatan bahwa 
murtad tidak dapat mewarisi orang Islam. Hal lain, ulama berbeda pendapa 
mengenai kerabat orang yang murtad, apakah dapat mewarisi atau tidak. 
Jumhur ulama (mazhab Maliki, Syafi‟i dan Hanbali) berpendapat bahwa 
seorang muslim tidak berhak mewarisi harta kerabatnya yang telah murtad. 
Sebab dalam pandanga mereka, orag yang murtad berartii telah keluar dari 
ajaran Islam. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, seorang muslim dapat saja 
mewarisi harta kerabatnya yang murtad. Bahkan kalanan ulama mazhab Hanafi 
sepakat bahwa “seluruh harta peninggalan orang murtad diwariskan kepada 
kerabatnya yang muslim”.  
 
3. Budak  
Seseorang yang berstatus sebagai budak (yang belum merdeka) ttidak 
mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala 
sesuatu yang dimiliki budak secara langung menjadi milik majikannya. Baik 
budak itu sebagai budak murni, budak yang akan dinyatakan seandainya 
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tuannya meninggal, ataupun budak yang telah menjalankan perjanjian 
pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang telah disepakati oleh 
kedua belah pihak. Jadi, bagaimanapun keadaannya, semua jenis budak 
merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan 
mereka tidak mempunyai hak milik, terkecuali jika ia telah merdeka. Namun 
jika budak tersebut sudah benar-benar merdeka, misalnya karena dibebaskan 
oleh tuannya maka barulah ia berhak untuk mendapatkan hak waris dan juga 
mewarsiskan, karena status dia sudah sebagai orang merdeka. 
4. Faktor Kekerabatan 
Dimaksud dengan penggugur karena faktor kekerabatan bahwa orang 
yang memenuhi syarat dan memiliki sebab untuk menerima warisan, tetapi 
karena kehadiran ahli waris lain yang menyebabkannya terhalang untuk 
memperoleh bagiannya yang banyak menjadi sedikit atau bahkan terhalang 
sama sekali, ornga yang demikian disebut mahjub. Sedangkan hijab adalah 
penghalang atau dinding yang merintangi mahjub sehingga tidak memperoleh 
warisan.  
5. Faktor Murtad 
Orang murtad adalah orang yang keluar dari agam Islam. Karena ia telah 
keluar dari ajaran Islam, maka ia tidak dappat mewarisi harta peninggalan 
keluarganya, alasannya karena salah satu faktor terjdinya pewarisan adalah 
hubungan keagamaan (Islam) diantara individu-individu (yang berkeluarga).  
Dasar hukum ditetapkannya orang murtad tidak mendapat warisan seperti 
disebutkaan daam hadits Nabi diriwayatkan Abu Bardah, yang menceritakan 
bahwa Abu Bardah telah diutus Nabi kepada laki-laki yang nikah dengan 
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istrinya. Nabi supaya membunuh laki-laki itu dan membagi hartanya sebagai 
harta rampasan karena ia murtad.59 
B. Tinjauan Umum Ahli Waris dan Bagiannya 
1. Penggolongan Ahli Waris 
Penggolongan ahli waris dapat dibedakan menjadi dua yaitu penggolongan 
atau pengelompokan ahli waris menurut fikih mawaris dan penggolongan atau 
pengelompokan ahli waris menurut hukum kewarisan Islam di Indonesia. Berikut 
adalah penjelesan mengenai penggolongan atau pengelompokan ahli waris: 
1. Sistem Penggolongan Ahli Waris Menurut Fikih Mawaris 
Penggolongan ahli waris dalam fikih mawaris meliputi: golongan ahli 
waris laki-laki dan golongan ahli waris perempuan serta kelompok atau 
golongan ahli waris dalam menerima harta warisan dari pewaris. Penggolongan 
ahli waris laki-laki dalam fikih mawaris adalah: 
a. Suami/duda (al-Zauju). 
b. Anak laki-laki (al-ibnu). 
c. Ayah (al-abu). 
d. Cucu laki-laki dari pancar laki-laki (ibnu al-ibni). 
e. Kakek shahih yaitu ayah dari ayah (al-jaddu). 
f. Saudara laki-laki sekandung (al-akhu li al-abi). 
g. Saudara laki-laki seayah (al-akhu li al-abi). 
h. Saudara laki-laki seibu (al-akhu li al-ummi). 
i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (ibnu al-akhi al-Syaqiqu). 
j. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah (ibnu al-akhi li al-abi). 
                                                          
59Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan 
Adaptabilitas, (Cet. I; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), h. 42. 
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k. Paman sekandung, yaitu saudara laki-laki sekandung dari ayah (al-ammu 
al-syaqiqu). 
l. Paman seayah, yaitu saudara laki-laki seayah dari ayah (al-ammu li al-
abi). 
m. Sepupu (misan), yaitu anak laki-laki dari paman sekandung (ibnu al-
amma al-syaqiqu). 
n. Sepupu (misan), yaitu anak laki-laki dari paman seayah (ibnu aal-ammi li 
al-abi)60. 
Penggolongan ahli waris dari pihak perempuan menurut fikih mawaris 
adalah terdiri atas: 
a. Istri (al-zaujah). 
b. Anak perempuan (al-bintu). 
c. Ibu (al-ummu). 
d. Cucu perempuan dari anak laki-laki atau pancar laki-laki (bintu al-ibni). 
e. Nenek dari pancar ibu, yaitu ibunya ibu atau nenek sahih (al-jaddatu min 
jihatil-ummi). 
f. Nenek dari pancar ayah, yaitu ibunya ayah  (al-jaddatu min jihatil-abi). 
g. Saudara perempuan sekandung (al-ukhtu al-syaqiqatu). 
h. Saudara perempuan seayah (al-ukhtu li al-abi). 
i. Saudara perempuan dari ibu (al-ukhtu lil ummi). 
Apabila golongan dari jalur perempuan yang terdiri dari sembilan 
kelompok ahli waris perempuan tersebut semuanya ada, artinya ahli waris yang 
hanya golongan perempuan ttersebut maka yang mendapatkan harta warisan 
hanya lima orang yaitu: 
a. Istri/janda (al-zaujah). 
                                                          
60Supardin , Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Studi Analisis 
Perbandingan). (Cet.I; Jakarta: Alauddin University Press, 2016), h. 23. 
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b. Anak perempuan (al-bintu). 
c. Ibu (al-ummu). 
d. Cucu perempuan dari anak laki-laki atau pancar laki-laki (bintu al-ibni). 
e. Saudara perempuan sekandung (al-ukhtu al-syaqiqatu). 
2. Sitem Penggolongan Ahli Waris Menurut Hukum Kewarisan Islam 
Penggolongan ahli waris dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut 
dengan istilah kelompok ahli waris. Penggolongan atau kelompok ahli waris 
tersebut meliputi: 
a. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: 
1. Menurut hubunngan darah: 
a. Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak aki-laki, saudara laki-laki, 
paman dan kakek 
b. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara 
perempuan dan nenek. 
2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda (suami) atau janda 
(istri) 
b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya 
anak, ayah, ibu, janda atau duda.61 
2. Bagian-Bagian Ahli Waris 
1. Bagian-Bagian Ahli Waris menurut Fikih Mawarits 
Dilihat dari bagian yang diterima atau berhak atau tidaknya mereka 
menerima warisan, ahli waris dibedakan menjadi tiga yaitu: 
 
 
                                                          
61Supardin , Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Studi Analisis 
Perbandingan), h. 45. 
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a. Dzawil Furudh (Ashab Furudh) 
Adalah mereka yang mempunyai bagian yang telah ditentukan dalam Al-
Quran, yaitu: 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. 
a. Furudh 1/2. Ahli waris yang menerima furudh ini adalah 
- Anak perempuan bila ia hanya seorang diri saja 
- Saudara perempuan bila (kandung atau seayah) ia hanya seorang saja 
- Suami, bila pewaris tidak ada meninggalkan anak  
b. Furudh 1/4. Ahli waris yang menerima furudh ini adalah 
- Suami, bila pewaris (istri) meninggalkan anak 
- Istri, bila pewaris (suami) meninggalkan anak 
c. Furudh 1/8. Ahli waris yang menerima furudh ini adalah 
- Istri, bila pewaris meninggalkan anak 
d. Furudh 1/6. Ahli waris yang menerima furudh ini adalah 
- Ayah, bila pewaris anak 
- Kakek, bilaa pewaris tidak meninggalkan anak 
- Ibu, bila pewaris meninggalkan anak 
- Ibu, bila pewaris meninggalkan beberapa saudara 
- Nenek, bila pewaris tidak ada meninggalkan anak 
- Seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan 
e. Furudh 1/3. Ahli waris yang menerima furudh ini adalah 
- Ibu, bila ia mewarisi bersama ayah dan pewaris tidak meninggalkan 
anak atau saudara 
- Saudara seibu laki-laki atau perempuan, bila terdapat lebih dari seorang. 
f. Furudh 2/3. Ahli waris yang menerima  furudh ini adalah 
- Anak perempuan bila ia llebih dari dua orang 
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- Saudara perempuan kandung atau seayah, bila ia dua orang atau lebih.62 
1. Ahli Waris „Ashabah (Yang Mendapat Semua Harta Atau „Asabah) 
„Asabah di dalam bahasa Arab ialah anak laki-laki dari kaum kerabat dari 
pihak bapak. Para ulama telah sepakat bahwa mereka berhak mendapat 
warisan. Adapun ahli waris yang berkedudukan sebagai „asabah itu tidak 
berlaku baginya ketentuan yang telah diterangkan terlebih dahulu (dzawil 
furudh). Apabila seseorang yang meninggal tidak mempunyai ahli waris yang 
memperoleh bagian tertentu (dzawil furudh), maka harta peninggalan itu, 
semuanya diserahkan kepada „asabah. Akan tetapi, apabila ada diantara ahli 
waris mendapat bagian tertentu, maka sisanya menjadi bagian „ashabah. 
Para „ashabah yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, 
diatur menurut susunan: 
a. Anak laki-laki. 
b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus kebawah asal saja 
pertaliannya masih terus laki-laki. 
c. Bapak. 
d. Kakek (datuk) dari pihak baak dan terus keatas, asal saja pertalian 
belum putus dari pihak bapak. 
e. Saudara laki-laki sekandung. 
f. Saudara laki-laki sebapak. 
g. Anak saudara laki-laki kandung. 
h. Anak saudara laki-laki sebapak. 
i. Paman yang sekandung dengan bapak. 
j. Paman yang sebapak dengan bapak. 
k. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak. 
                                                          
62Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2005), h. 44.  
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l. Anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak. 
„Ashabah ada tiga macam yaitu sebagai berikut: 
a. „Ashabah bin Nafsi  
„Ashabah bin Nafsi adalah setiap laki-laki yang dalam nisbatnya dengan si 
mayit tidak dimasuki oleh wanita. Ia tidak membutuhkan orang lain, 
penerimaannya adalah penerima „ashabah dalam segala bentuk keadaan. 
Penerima „ashabah bin nafsih adalah yang paling dekat dalam menerima 
warisan, sebagaimana susunan „ashabah di atas (nomor 1 sd 12). 
Jika ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, 
maka mereka mengambil semua harta maupun semua sisa. Cara pembagiannya 
adalah, untuk anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan. 
b. „Ashabah bil Gairi 
„Ashabah bil Gairi adalah „ashabah dengan sebab orang lain. Perempuan 
juga dapat menjadi „ashabah dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Anak laki-laki dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi 
„ashabah dengan ketentuan, bahwa untuk anak laki-laki mendapat bagian 
dua kali lipat perempuan 
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, juga dapat menarik saudaranya yang 
perempuan menjadi „ashabah. 
3. Saudara laki-laki sekandug, juga dapat menarik saudaranya yang 
perempuan menjadi „ashabah. 
4. Saudara laki-laki sebapak, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan 
menjadi „ashabah. 
c. „Ashabah Ma‟al Ghairi  
„Ashabah Ma‟al Ghairi adalah „ashabah bersama orang lain. „ashabah ini 
hanya dua macam, yaitu: 
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1. Saudara perempuan sekandung  
Apabila ahli warisnya saudara perempuan sekandung (seorang atau 
lebih) dan anak perempuan (seorang atau lebih), atau perempuan 
sekandung dan cucu perempuan (seorang atau lebih), maka saudara 
perempuan menjadi „ashabah ma‟al ghairi. Sesudah ahli waris yang 
lain mengambil bagian masing-masing, sisanya menjadi bagian saudara 
perempuan tersebut. 
2. Saudara perempuan sebapak  
Apabila ahli warisnya saudara sebapak (seorang atau lebih) dan anak 
perempuan (seorang atau lebih), atau saudara perempuan sebapak atau 
cucu perempuan (seorang atau lebih), maka saudara perempuan menjadi 
„ashabah ma‟al ghair. Perlu di ingat bahwa saudara sekandung atau 
sebapak dapat menjadi „ashabah ma‟al ghairi, apabila mareka tidak 
mempunyai saudara laki-laki. Akan tetapi jika mereka mempunyai 
saudara laki-laki, maka statusnya (kedudukannya) berubah menjadi 
„ashabah ma‟al ghairi (saudara sebapak menjadi „ashabah karena ada 
saudaralaki-laki). 
2. Ahli Waris Dzawil Arham 
Yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan 
pewaris, namun karena ketentuan nash tidak diberi bagian, maka mereka tidak 
berhak menerima bagian. Kecuali apabila ahli waris yang termasuk ashab al-
furudh dan ashab al-ushubah. Contohnya cucu perempuan garis perempuan 
(bint bint). 
Ahli waris dzawil arham ini tidak dijelaskan dalam Kompilasi Hukum 
Islam, boleh jadi pertimbangannya dalam kehidupan sekarang ini keberadaan 
dzawil arham jarang terjadi atau tidak sejalan dengan ide dasar hukum warisan. 
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Namun, karena kemungkinan adanya dzawil arham merupakan sesuatu yang 
bisa terjadi, maka di sini tetap diuraikan. Kadang-kadang untuk mengatasi 
dzawil arham, ditempuh melalui wasiat wajibah, atau wasiat. Karena bisa saja 
dzawil arham yang mempuyai hubungan darah sangat dekat, tidak berhak 
menerima bagian warisan. 63 
Dilihat dari segi hubungan jah dekatnya kekerabatan yang 
menyebabkan yang dekat menghalangi yang jauh, ahli waris dapat dibedakan 
menjadi: 
a. Ahli waris hajib, yaitu ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya 
menghalangi hak waris ahli waris yang jauh hubungannya. Contohnya, 
anak laki-laki menjadi penghalang bagi suadara perempuan. 
b. Ahli waris mahjub, yaitu ahli waris yang jauh hubungan kekerabatannya 
terhalang untuk mewarisi. 
Hijab dalam pengertian lazim dalam fiqh adalah keadaan tertentu yang 
mengakibtakan seseorang untuk mewarisi, baik terhalangnya mengakibatkan 
seseorang tidak memperoleh sama sekali (hijab hirman) atau berakibat 
mengurangi bagian perolehan harta warisan (hijab nuqshan). 64 
Ahli waris yang di hijab oleh sebagian ahli waris, yaitu sebagai berikut: 
a. Kakek (datuk) tidak mendapat warisan, selama ada bapak dan nenek (ibu 
dari ibu atau ibu dari bapak), tidak mendapat warisan selama ibu. 
b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapat warisan, selama ada anak 
laki-laki. 
                                                          
63Ahmad Rofik, Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Cet. I, Ed. Revisi; Jakarta: Rajawali 
Pers, 2013), h. 304.  
64A.Sukri Sumardi, Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandinga Kompilasi Hukum 
Islam dan Fiqh Sunni), (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2013), h. 53. 
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c. Saudara kandung (laki-laki atau perempuan) tidak mendapat warisan 
selama ada: 
1. Anak laki-laki. 
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. 
3. Bapak. 
d. Saudara sebapak (laki-laki atau perempuan) tidak mendapat warisan, 
selama ada: 
1. Anak laki-laki. 
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. 
3. Bapak. 
4. Saudara laki-laki. 
e. Saudara seibu (laki-laki atau perempuan) tidak mendapat warisan selama 
ada: 
1. Anak (laki-laki atau perempuan). 
2. Cucu (laki-laki atau perempuan). 
3. Bapak. 
4. Kakek. 
f. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung tidak mendapat warisan selama 
ada: 
1. Anak laki-laki. 
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. 
3. Bapak. 
4. Kakek. 
5. Saudara laki-laki sekandung. 
6. Saudara laki-laki sebapak. 
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g. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak tidak mendapat warisan selama 
ada: 
1. Anak laki-laki. 
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. 
3. Bapak. 
4. Kakek. 
5. Saudara laki-laki kandung. 
6. Saudara laki-laki sebapak. 
7. Anak laki-laki suadara laki-laki kandung. 
h. Paman sekandung dengan bapak tidak mendapat warisan selama ada: 
1. Anak laki-laki. 
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. 
3. Bapak. 
4. Kakek. 
5. Saudara laki-laki sekandung. 
6. Saudara laki-laki sebapak. 
7. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. 
8. Anak laaki-laki saudara laki-laki sebapak. 
i. Paman yang sebapak dengan bapak tidak mendapat warisan, selama ada: 
1. Anak laki-laki. 
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. 
3. Bapak. 
4. Kakek. 
5. Saudara laki-laki sekandung. 
6. Saudara laki-laki sebapak. 
7. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. 
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8. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak. 
9. Paman yang sekandung dengan bapak. 
j. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak tidak mendapat 
warisan selama ada: 
1. Anak laki-laki. 
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. 
3. Bapak. 
4. Kakek. 
5. Saudara laki-laki sekandung. 
6. Suadara laki-laki sebapak. 
7. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. 
8. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak. 
9. Paman yang sekandung dengan bapak. 
10. Paman yang sebapak dengan bapak. 
k. Anak  laki-laki paman yang sebapak dengan bapak tidak mendapat 
warisan selama ada: 
1. Anak laki-laki. 
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. 
3. Bapak. 
4. Kakek. 
5. Saudara laki-laki sekandung. 
6. Saudara laki-laki sebapak. 
7. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. 
8. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak. 
9. Paman yang sekandung dengan bapak. 
10. Paman yang sebapak dengan bapak. 
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l. Cucu perempuan dari anak laki-laki tidak mendapat warisan selama ada: 
1. Anak laki-laki. 
2. Dua orang anak perempuan atau lebih. 
Ahli waris yang tidak pernah terhiijab hirman adalah: 
a. Anak laki-laki. 
b. Anak perempuan. 
c. Ayah. 
d. Ibu. 
e. Suami. 
f. Istri. 
Para ahli waris yang terhijab nuqshan, ialah: 
a. Suami, saham 1/2  dapat menjadi 1/4 karena far‟u waris. 
b. Istri, saham 1/4 dapat menjadi 1/8 karena far‟u waris. 
c. Ibu, saham 1/3 dapat menjadi 1/6 karena far‟u waris. 
d. Cucu perempuan pancar laki-laki, saham 1/2 menjadi 1/6 ada far‟u waris 
yang dekat, yakni adanya anak perempuan tanpa adanya anak laki-laki 
(jika ada terhijan hirman). 
e. Saudara perempuan seayah, saham 1/2 dapat menjadi 1/6 karena adanya 
saudara perempuan. 
Ulama membedakan antara mahrum (orang yang haram menerima harta 
warisan) dengan mahjub (orang yang terhalang menerima harta warisan). 
Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Al-mahrum tidaka layak mendapat warisan sama sekali, seperti orang yang 
membunuh pewaris, sedangkan mahjub merupakan orang yang mendapat 
harta warisan, hanya saja ia terhalang oleh seseorang (ahli waris) yang 
lebih utama (dekat) untuk mendapat harta warisan. 
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b. Al-mahrum tidak memberikan pengaruh kapada ahli waris lain, ia tidak 
menghalangi sama sekali ahli waris lain, bahkan ia dianggap tidak ada. 
Sedangkan al-muhjab itu dapat memengaruhi orang lain, seperti jika tidak 
ada ayah, maka saudara menghijab nuqshan ibu, ibu yang semula dapat 
1/3 menjadi 1/6. 
2. Bagian-Bagian Ahli Waris menurut Hukum Kewarisan Islam 
Berikut adalah bagian-bagian ahli waris menurut hukum kewarisan Islam: 
a. Anak perempuan bila ia hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua 
orang atau lebih mareka bersama-sama mendapat duapertiga bagian, dan 
apabila anak perempuan bersama-saama dengan anak laki-laki, maka bagian 
anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anaka perempuan. 
b. Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila 
ada anak, ayah mendapat seperenam bagian. 
c. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. 
Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih maka ia mendapat 
sepertiga bagian. 
d. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau 
duda bila bersama-sama dengan ayah. 
e. Duda mendapat separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan 
bila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapat seperempat bagian. 
f. Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, 
dan bila pewaris meninggalkan anak, maka ia mendapat seperdelapan 
bagian. 
g. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah maka saudara 
laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam 
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bagian, bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama 
mendapat sepertiga bagian. 
h. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia 
mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia 
mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama 
dengan saudara perempuan kandunga atau seayah dua orang atau lebih, 
maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara 
perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara kandung atau seayah, 
maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu denga saudara 
perempuan.65 
C. Tinjauan Umum Hukum Waris Adat 
1. Ruang Lingkup Hukum Waris Adat 
Hukum kewarisan merupakan hukum harta kekayaan dalam sebuah 
keluarga, yang karena wafatnya seseorang, maka terjadi pemindahan harta 
kekayaan yang ditinggalkan. Dalam hukum kewarisan mengatur tentang siapa ahli 
waris yang berhak mewarisi harta kekayaan/warisan, kedudukan ahli waris, 
perolahan masing-masing ahli waris secara adil.66 
Menurut soepomo menyatakan bahwa hukum waris itu memuat peraturan-
peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang 
harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (immateriele goederen) 
dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada keturunannya. Proses ini telah 
mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh 
sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah 
                                                          
65Kompilasi Hukum Islam.  
66Suriyaman Mustari, Hukum Adat Dahulu, Kini dan Sekarang. (Cet.I, Ed.I; Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 42. 
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suatu peristiwa yang penting bagi  proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak 
mempegaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan 
harta bukan benda tersebut.67 
Dalam hukum adat istilah waris lebih luas artinya dari arti asalnya, sebeb 
terjadinya waris tidak saja setelah adanya yang meninggal dunia tetapi selagi 
masih hidupnya orang yang akan meninggalkan hartanya dapat mewariskan 
kepada ahli warisnya. Hukum waris adat adalah hukum adat yang pada pokoknya 
mengatur tentang orang yang meninggalkan harta atau memberikan hartanya 
(pewaris), harta waris (warisan), waris (ahli waris) serta pengoperan dan 
penerusan waris dari pewaris kepada warisnya. Istilah hukum waris adat 
digunakan untuk membedakan hukum waris Islam, hukum waris nasional dan 
hukm waris lainnya. Hukum waris adat di Indonesia sangat terpengaruh oleh sikap 
budaya bangsa Indonesia, seperti sistem kekeluargaan yang lebih mendahulukan 
rukun dan damai daripada sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri. 68 
Hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis 
keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungin 
merupakan prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih-alih (alternerend) 
matrilineal ataupun bilateral (walaupun sukar ditegaskan dimana berlakunya di 
Indonesia), ada pula prinsip unilateral berganda atau (dubbel-unilateral). Prinsip-
prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris 
maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang materiel maupun 
immateril).69 Hukum waris adat mengenal adanya tiga sistem kewarisan, yaitu: 
a. Sistem Kewarisan Individual 
                                                          
67Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), h. 81. 
68Hiksyani Nurkhadijah, Sistem Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Ammatowa 
Kabupaten Bulukumba, Skripsi (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013), h. 29.  
69Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Ed.I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2008), h. 260. 
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Sistem kewarisan individual adalah sistem kewarisan dimana ahli waris 
mendapat bagian ahli waris dan menjadi hak miliknya secara penuh (Batak, 
Jawa, Sulawesi dan lain-lain). Ciri-ciri sistem kewarisan individual adalah: 
1. Harta peninggalan dapat dibagi-bagikan kepemilikannya kepada ahli 
waris, seperti bilateral Jawa atau Patrilineal Batak. 
2. Bahwa ahli waris sama-sama mempunyai hak waris, baik laki-laki maupun 
perempuan. 
b. Sistem Kewarisan Kolektif 
Sistem kewarisan kolektif adalah harta warisan tidak dapat menjadi hak 
milik, tetapi menjadi hak bersama ahli waris (Minangkabau). Maka ciri 
kewarisan kolektif adalah: 
1. Harta peninggalan diwarisi sejumlah ahli waris yang merupakan semacam 
badan hukum, disebut harta pusaka. 
2. Harta peninggalan tersebut tidak boleh dibagi-bagikan kepemilikannya 
oleh ahli waris. 
3. Harat tersebut hanya boleh dibagi-bagikan pemakainnya, seperti 
matrilineal. 
c. Sistem Kewarisan Majorat 
Sistem kewarisan majorat adalah hak waris menjadi hak malik anak 
tunggal seluruhnya atau sejumlaah harta pokok. Maka ciri sistem kewarisan 
majorat adalah: 
1. Anak tertua pada saat meninggal berhak tunggal mewarisi seluruh harta 
peninggalan.  
2. Berhak tunggal mewarisi sejumlah harta pokok.70   
                                                          
70Khoiruddin Nasution, Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam 
Indonesia, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2007), h. 90. 
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Menurut hukum adat, maka untuk menentukan siapa yang menjadi ahli 
waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu: 
1. Garis Pokok Keutamaan 
Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan-
urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan 
pengerian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongaan 
yang lain. Dengan garis pokok keutamaan tadi, maka orang-orang yang 
mempunyai hubungan darah dibagi dalam golongan-golongan, sebagai berikut: 
a. Kelompok keutamaan I : keturunan pewaris. 
b. Kelompok keutamaan II : orang tua  pewaris. 
c. Kelompok keutamaan III : saudara-saudara pewaris dan keturunannya. 
d. Kelompok keutamaan IV : kakek dan nenenk pewaris. 
2. Garis Pokok Penggantian 
Garis pokok keutamaan penggantian adalah garis hukum yang 
bertujuan untuk menentukan siapa diantara orang-orang didalam kelompok 
keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Yang sungguh-sungguh menjadi 
ahli waris adalah: 
a. Orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris. 
b. Orang yang tidak lagi penghubungnya dengan pewaris. 
2. Subyek Hukum Waris 
Pada hakikatnya subjek hukum waris adalah pewaris dan ahli waris, 
pewaris adalah seseorang yang meninggalkan harta warisan, sedangkan ahli waris 
adalah seorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan. 
Pada umumnya mereka yang menjadi ahli waris adalah mereka yang menjadi 
besar dan hidup sangat dekat dengan sipeninggal warisan. Pada dasarnya yang 
menjadi ahli waris adalah anak-anak dari si peninggal harta, baik anak laki-laki 
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atau anak perempuan. apabila di adaakan perincian, maka masyarakat hukum di 
Indonesia mengadakan pembedaan dalam hal anak-anak sebagai ahli waris.  
Kelihatan bahwa pada masyarakat yang menganut prinsip garis katurunan 
patrilineal, ahli warisnya adalah anak laki-laki saja. Berlainan dengan masyarakat 
patrilineal, pada masyarakat dengan sistem bilateral yang merupakan ahli waris 
adalah anak laki-laki maupun anak perempuan.71 
3. Objek Hukum Waris 
Pada prinsipnya yang merupakan obyek hukum waris itu adalah harta 
keluarga itu. Harta keluarga itu dapat berupa: 
a. Harta suami atau istri yang merupakan hibah atau pemberian kerabat yang 
di bawah ke dalam keluarga. 
b. Usaha suami atau istri yang di peroleh sebelum dan sesudah perkawinan. 
c. Harta yang merupakan hadiah kepada suami isteri pada waktu perkawinan 
d. Harta yang merupakan usaha suami istri dalam masa perkawinan. 
4. Peristiwa Hukum Waris 
1. Bagian dan Pembagian Harta Warisan 
Pada masyarakat hukum adat bilaterla atau parental (dan sebagian dari 
masyarakat hukum adat patrilineal), pada dasarnya harta warisan itu dibagi-bagi 
kepada para ahli warisnya. Pada masyarakat yang menganut sistem patrilineal 
yang kebetulan menganut sistem kewarisan mayorat (laki-laki maupun 
perempuan), harta warisan tidak dibagi-bagi. Sebabnya adalah bahwa yang 
menjadi ahli waris adalah hanya anak tetua (laki-laki dan perempuan).  
2. Hak dan Kewajiban Ahli Waris 
Pada masyarakat adat di Indonesia, ahli waris itu mempunyai hak untuk 
menikmati harta warisan terutama untuk kelangsungan hidup keluarganya dan 
                                                          
71Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, h. 263. 
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berkuasa untuk mengusahakan sebagai sumber kehidupan baik untuk pribadi 
bersama keluarganya. Adapun kewajibannya yaitu menjaga dan memelihara 
keutuhan harta warisan, mengusahakan harta warisan untuk memelihara 
kelangsungan hidup dan membayar biaya-biaya selama pemakaman.72 
 
                                                          
72Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, h. 275. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis 
penelitian deskriptif atau penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan 
(field research) yaitu penelitian yang turun langsung kelapangan atau masyarakat 
tempat penelitian untuk mengetahui secara jelas tentang eksistensi hukum Islam 
pada sistem kewarisan masyarakat tempat penelitian. Penelitian kualitatif juga 
dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh 
melalui prosedur statistik atau hitungan lainya. Sekalipun demikian data yang 
dikumpulkan memungkinkan untuk dianalisis melalui suatu perhitungan.110 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis akan melakukan kegiatan 
penelitian untuk memperoleh data dari informan. Penelitian tentang Pelaksanaan 
Hukum Kewarisan Islam pada Masyarakat Tolotang Benteng di Kelurahan 
Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap.   
B. Pendekatan Penelitian 
Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan Yuridis-Empiris. Yuridis-Empiris yang dengan kata lain 
penelitian jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan yaitu 
mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi kenyataannya di 
masyarakat.  Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap 
keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan 
                                                          
110Strauss & corbin 2003 dalam Pengertian Penelitian Kualitatif, 
http://www.diaryapipah.com/z05/pengertian-penelitian-kualitatif.html 
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maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang 
dibutuhkan.111 
C. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke 
dalam penelitian lapangan (Field Research), maka sudah dapat dipastikan bahwa 
data-data yang dibutuhkan adalah hasil observasi dan wawancara. Adapun sumber 
data yang digunakan adalah sumber data Primer dan sumber data sekunder. 
1. Data primer adalah data yang diperoleh dengan mengumpukan data 
dengan melakukan penelitian dilapangan, melakukan dengan cara 
wawancara bebas terpimpin maksudnya wawancara yang dilakukan 
dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang dipakai 
sebagai pedoman yang memungkinkan variasi pertanyaan disesuaikan 
dengan situasi pada saat wawancara dilakukan. 
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengumpulkan data 
dalam penelitian kepustakaan, maksudnya penelitian kepustakaan yaitu 
teknik untuk mencari bahan-bahan atau data-data yang bersifat sekunder 
yaitu data-data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat 
dipakai untuk menganalisa permasalahan yaitu pembatalan perkawinan 
dan akibat hukumnya. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut: 
1. Observasi  
Observasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan 
pengamatan dan pencatatan seacara sistematis terhadap kenyataan yang diselidiki. 
                                                          
111Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 
15 
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Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung kepada obyek penelitian untuk 
melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Pada hakikatnya observasi merupakan 
kegiatan pengumpulan data dengan mengunakan pancaindra.112 
2. Wawancara 
Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan 
untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara 
sipewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan 
interview guide (panduan wawancara). Dengan demikian wawancara dilakukan 
dengan pertanyaan yang “Open ended” (wawancara yang jawabannya tidak 
terbatas pada satu tanggapan saja) dan mengarah pada pendalaman informasi serta 
dilakukan tidak secara formal terstruktur.113 
3. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah tekhnik pengumpulan data dengan cara melihat 
berbagai macam literatur tertulis maupun tidak tertulis, serta gambar atau (foto) 
sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara penelitian 
kualitatif. 
E. Instrumen Data 
Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan 
oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut 
menjadi sistematis dan dipermudah olehya. Dalam jenis penelitian kualitatif, 
maka data kualitatif dapat berupa gambar, kata atau benda lainnya yang non 
angka. Sesuai dengan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (Field Research), 
maka alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah: 
                                                          
112Sutrisno Hadi, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1986), h. 172. 
113Dedi Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif, (Cet. I; Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2002) , h. 180. 
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1. Alat tulis yang akan digunakan untuk mencatat beberapa hal yang 
menyangkut masalah yang akan diteliti. 
2. Alat perekam yang akan digunakan untuk merekam beberapa hal yang 
menyangkut masalah yang akan diteliti. 
3. Kamera yang akan digunakan untuk mengambil gambar sebagai bukti 
hasil penelitian. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Data yang diperoleh kesimpulan. Teknik pengolahan dan analisis data 
yang dilakukan adalah:dari hasil observasi dan wawancara lapangan diolah dan 
dianalisis kembali untuk memperoleh  
a. Metode Komparatif yaitu, digunakan untuk membandingkan antara 
beberapa data yang diperoleh. 
b. Metode Induktif yaitu, digunakan untuk mengolah data dan fakta yang 
bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum. 
c. Metode Deduktif yaitu, digunakan untuk mengolah data dan fakta yang 
bersifat umum lalu menarik kesimpulan. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dalam penelitian kualitatif 
maka harus didukung dengan data yang tepat pula. Derajat kepercayaan 
menggambarkan kesesuaian konsep penelitian dengan konsep yang ada pada 
sasaran penelitian. Data diperoleh dari informasi perlu diteliti kebenarannya 
dengan cara melakukan perbandingan data diperoleh dari informasi yang lain.  
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BAB IV 
SISTEM KEWARISAN MASYARAKAT TOLOTANG BENTENG DI 
TINJAU DARI ADAT DAN HUKUM ISLAM 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Letak Geografis 
Secara geografis Kelurahan Amparita merupakan bagian dari Kecamatan 
Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang dan di pimpin oleh A. Makkasau, 
S.Sos selaku bapak Lurah Kelurahan Amparita. Kelurahan ini terletak sekitar 8 
km dari Pangkajene, Ibu Kota Kabupaten Sidenreng Rappang dan berbatasan 
langsung dengan beberapa Desa dan Kelurahan di Kecamatan Tellu Limpoe yang 
secara rinci diuraikan sebagai berikut: 
 Sebelah Utara : berbatasan dengan Kelurahan Arateng 
 Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Teteaji 
 Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kelurahan Pajalele 
 Sebelah Barat : berbatasan dengan Kelurahan Toddang Pulu/Baula 
Adapun struktur pemerintahan di Kelurahan Amparita adalah sebagai 
berikut: 
Lurah : A. Makkasau, S.Sos 
Sekretaris Lurah : Sukardi K, S.Sos 
Kepala Lingkungan I : Edy Slamet 
Kepala Lingkungan II : Muh. Nasir Samad BA 
Kasi Pembangunan : Marisengeng, S.Sos 
Kasi Pemerintahan : Jumarti, S.Sos 
Kasi Kesra : Dra. Y. Kommihani 
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Gambar 1: Peta Kelurahan Amparita Gambar II : Struktur Organisasi 
Sumber data  : Kantor Lurah Amparita118 
Dari data Kecamatan Tellu Limpoe dalam Angka, Kelurahan Amparita 
terbagi dalam dua wilayah lingkungan yaitu, Amparita I dan Amparita II sebagai 
salah satu kelurahan yang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tellu 
Limpoe dengan luas wilayah 333, 17 ha/m2 dengan jumlah RW (Rukun Warga) 
sebanyak 6 (Enam) dan RT (Rukun Tetangga) sebanyak 18 (Delapan Belas).    
a. Jumlah Penduduk 
Berdasarkan data sekunder tahun 2016 yang diperoleh dari Kantor Lurah 
Amparita, jumlah penduduk berjumlah 4.421 jiwa, terdiri dari 2. 086jiwa berjenis 
kelamin laki-laki dan 2.335 berjenis kelamin perempuan, dengan jumlah kepala 
keluarga 1.206 KK. Kelurahan Amparita yang terdiri dari 2 lingkungan dan 
pertumbuhan penduduk cenderung meningkat setiap tahunnya.  
Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kelurahan 
Amparita Tahun 2016/2017 
Jumlah Laki-laki 2.086  Orang 
Jumlah Perempuan 2.335 Orang 
Jumlah Total 4.421 Orang 
Jumlah Kepala Keluarga 1.206 KK 
Sumber data : Kantor Kelurahan Amparita119 
                                                          
118Sumber data: Kantor Kelurahan Amparita, 23 Mei 2018. 
119Sumber data: Kantor Kelurahan Amparita, 23 Mei 2018. 
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b. Agama/Aliran Kepercayaan  
Dalam hal keagamaan Kelurahan Amparita merupakan kelurahan yang 
paling tinggi jumlah penduduk pemeluk agama Hindu karena seperti yang 
diketahui sebelumnya Masyarakat Towani Tolotang banyak terdapat di Kelurahan 
ini.  Adapun distribusi jumlah penduduk berdasarkan Agama/Aliran Kepercayaan 
dapat dilihat pada tabel berikut:  
Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama/Aliran Kepercayaan di 
Kelurahan Amparita Tahun 2016/2017 
Agama  Laki-Laki Perempuan Jumlah  
 Islam  652 Orang 764 Orang 1.416 Orang 
Kristen  4 Orang 5 Orang 9 Orang 
Hindu 1.430 Orang 1.566 Orang 2.996 Orang 
Jumlah Total 2.086  Orang 2.335 Orang 4.421 Orang 
Sumber data : Kantor Kelurahan Amparita120 
Berdasarkan tabel tersebut jumlah penduduk yang beragama Islam paling 
banyak perempuan yaitu dengan 764 orang dari jumlah penduduk yang beragama 
Islam yaitu 1.416 orang, untuk jumlah penduduk yang beragama Kristen juga 
paling banyak perempuan yaitu 5 orang dari jumlah penduduk yang beragama 
Kristen 9 orang, dan jumlah penduduk yang beragama Hindu yang paling banyak 
perempuan yaitu 1.566 dari jumlah penduduk yang beragama Hindu yaitu 2.996 
Orang. Jadi jumlah penduduk yang beragama Hindu lebih banyak di banding 
dengan jumlah penduduk yang beragama Islam yaitu 2.996 orang dari jumlah 
penduduk 4.421 orang.  
 
 
                                                          
120Sumber Data : Kantor Kelurahan Amparita, 23 Mei 2018. 
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c. Pendidikan  
Dalam meningkatka kesejahteraan suatu daerah maka tingkat pendidikan 
di daerah tersebut harus diperhatikan. Adapun distribusi jumlah penduduk 
berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kelurahan 
Amparita Tahun 2016/2017 
Tingkatan Pendidikan  Laki-laki perempuan 
Usia 3-6 tahun yang sedang TK 89 Orang 103 Orang 
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah 604 Orang 323 Orang 
Tamat SD/sederajat 32 Orang 26 Orang 
Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA - 117 Orang 
Tamat SMP/sederajat 98 Orang 24 Orang 
Tamat SMA/sederajat 13 Orang - 
Jumlah  836 Orang 593 Orang 
Jumlah Total 1.456 Orang 
Sumber data : Kantor Kelurahan Amparita121 
Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk tingkat 
pendidikan yang mendominasi di Kelurahan Amparita yaitu penduduk dengan 
usia 7-18 tahun yang sedang sekolah yaitu sebanyak 604 orang laki-laki dan 323 
orang perempuan, penduduk dengan usia 3-6 tahun yang sedang TK yaitu 87 
orang laki-laki dan 103 orang perempuan, penduduk yang tamat SD yaitu 32 
orang laki-laki dan 26 orang perempuan, penduduk yang tidak tamat SLTA 117 
orang perempuan, penduduk yang tamat SMP/sederajat yaitu 98 orang laki-laki 
dan 24 orang perempuan, dan penduduk yang tamat SMA/sederajat yaitu 13 orang 
                                                          
121Sumber Data: Kantor Kelurahan Amparita, 23 Mei 2018. 
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laki-laki. Hal ini berarti, untuk tingkat pendidikan di daerah tersebut masih kurang 
dan perlu adanya perhatian yang lebih dari pemerintah. 
d. Mata Pencaharian  
Adapun distribusi jumlah penduduk berdasarkan tingkat mata pencaharian 
dapat dilihat pada tabel berikut:  
Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di 
Kelurahan Amparita Tahun 2016/2017 
Jenis Pekerjaan Jumlah  
Petani  376 Orang 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) 40 Orang 
Peternak 25 Orang 
TNI 2 Orang 
Polri 25 Orang 
Pensiunan PNS/ TNI/Polri 20 Orang 
Pedagang 23 Orang 
Karyawan  10 Orang 
Jumlah Total 521 Orang 
Sumber data : Kantor Kelurahan Amparita122 
 Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa mata pencaharian pokok 
penduduk masyarakat di daerah ini adalah petani yaitu 376 orang. Jadi, jumlah 
penduduk Kelurahan Amparita yang mempunyai mata pencaharian tetap yaitu 
hanya 521 orang. 
e. Sarana dan Prasarana 
Keberhasilan suatu daerah tidak hanya dilihat dari degi sumber daya 
manusia akan tetapi keberhasilan suatu daerah tidak terlepas dari sarana dan 
                                                          
122Sumber Data : Kantor Kelurahan Amparita, 23 Mei 2018. 
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prasarana pendukung yang memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat 
erat kaitannya dengan aktivitas keseharian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada tabel dibawah ini: 
Distribusi Sarana dan Prasarana di Kelurahan Amparita Tahun 2016/2017 
Jenis  Jumlah 
Kantor Kelurahan 1 Buah  
TK atau Paud 1 Buah 
SD 2 Buah 
Puskesmas 2 Buah 
SMA 4 Buah 
SMP 2 Buah 
Pasar 1 Buah 
Masjid 3 Buah 
Lapangan  1 Buah 
Jumlah  17 Buah 
Sumber data : Kantor Kelurahan Amparita123 
2. Sejarah Tolotang di Kabupaten Sidrap 
Tolotang terdiri atas dua kata yaitu To (Bahasa Bugis) yang berarti wujud 
atau batang, sedangkan Lotang (Bahasa Bugis) yang berarti selatan. Tolotang 
terbagi dua kelompok yaitu Tolotang Towani atau Towani Tolotang dan Tolotang 
Benteng. Towani Tolotang yaitu komunitas yang mempertahankan ajaran 
Tolotang dan beragama Hindu, sedangkanTolotang Benteng yaitu Komunitas 
yang mempunyai ritual tertentu dan beragama Islam. Untuk mengetahui sejarah 
Tolotang Benteng sebelumnya di akan di bahas mengenai sejarah Towani 
Tolotang.  
                                                          
123Sumber Data : Kantor Kelurahan Amparita, 23 Mei 2018. 
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Sejak abad ke-16 Penduduk WANI meninggalkan desa mereka di 
pimpinan oleh I Goliga dan I Pabbere. I Goliga dengan rombongannya menuju 
daerah Bacukiki, Pare-Pare dan tinggal di Bacukiki. Sementara I Pabbere beserta 
rombongannya berjalan ke arah barat tanpa tujuan yang pasti, akhirnya mereka 
tiba di wilayah Kerajaan Sidenreng dekat desa Amparita. Raja Sidenreng La 
Patiroi, gelar Addatuang Sidenreng ke VII wafat 1044 H 1634 M menerima 
permohonan izin mereka untuk bermukim dalam wilayah kerajaan. Izin menetap 
itu disertai syarat-syarat wajib mereka penuhi yang dikuatkan perjanjian Ade 
Onrona Sidereng sebagai berikut: 
1. Adat Sidenreng tetap utuh dan harus dipatuhi; 
2. Keputusan harus dipelihara baik; 
3. Janji harus ditepati; 
4. Keputusan yang telah berlaku harus dilestarikan; 
5. Agama Islam harus di agungkan dan dijalankan. 
Khusus mengenai persyaratan kelima untuk sementara pelaksanaan syariat Islam 
seperti sembahyang, puasa dan sebagainya ditunda kecuali dalam dua hal yaitu 
perkawinan dan kematian, pihak rombongan itupun menerima tersebut. Lalu 
diperkenankan tinggall disuatu tempat kurang lebih 3 km disebelah Selatan 
Amparita. Di tempat inilah I Pabbere meninggal dan dikuburkan,  sesudah 
kuburan I Pabbere dijadikan tempat ziarah tahunan orang-orang Towani Tolotang, 
semula tempat itu mereka menamakannya Loka Pappang artinya susah dan lapar, 
karena air susah di dapat ditempat itu tetapi setelah mereka berasil mengelola 
tempat pemukimannya menjadi daerah yang membberi kehidupan, nama itu 
kemudian dirobah dengan nama Perrinyameng artinya sesudah susah datanglah 
kesenangan. Berselang beberapa tahun mmereka tinggal di Perrinyameng oleh 
Addatuang Sidenreng. Penanganan persoalan mereka diserahkan kepada Arung 
59 
 
 
Amparita. Beliau, Arung Amparita yang memerintahkan mereka meninggalkan 
Perrinyameng untuk kemudian tinggal didaerah perkampungan Amparita bersama 
pendudk asli hingga sekarang, pemindahan itu oleh Arung Amparita mungkin 
dimaksudkan agar proses integrasi antara pedatang dari daerah Wani dengan 
Penduduk Asli dapat berjalan lebih cepat ataukah untuk mempermudah kontrol 
dan pengawasan terhadap para pendatang. Menurut mereka pendiri pertama 
kepercayaan Tolotang adalah seorang bernama La Panaungi yang kini kuburannya 
terdapat didaerah Kab. Wajo. Sejak tahun 1966 kepercayaan Towani Tolotang di 
akui sebagai salah satu agama yaitu agama Hindu, alasan mereka memilih agama 
Hindu karena ritual-ritual yang mereka jalankan mirip dengan ritual-ritual agama 
Hindu. Pengakuan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jendral 
Bimbingan Masyarakat Beragama Hindu Bali dan Budha, No. 2 Tahun 1966, 
tertanggal 6 Oktober 1996.  Penganut Towani Tolotang mengakui mempercayai: 
1. Dewata Sewwae atau Tuhan Yang Esa 
2. Hari kemudian atau Lino Paimeng 
3. Hari Kiamat Esso Rimonri 
4. Wahyu yang turun kepada mereka  
5. Lontara atau Kitab Suci. 
Selain dari itu mereka mengenal adanya kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi 
yaitu: Melakukan kewajiban Towani Tolotang, Membuat amal sosial dan Berdoa 
untuk marillau. Penganut Towani Tolotang mengadakan sajian-sajian atau Mola 
Laleng dengan cara sebagai berikut: 
1. Mappenre Inanre yaitu mengantarkan sesajen kepada uwa (pemimpin) 
berupa nasi beserta lauk pauknya, hal ini mereka lakukan bila aada acara 
perkawinan, kelahiran, kematian atau memperoleh sesuatu keberhasilan 
daan untuk pahala dikemudian hari; 
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2. Tudang Sipulung yaitu duduk  berkumpul untuk melakukan acara ritual 
tertentu guna memohon doa keselamatan bersama seperti memohon hujan 
karena keadaan kemarau dll; 
3. Sipulung yaitu berkumpul bersama-sama yang dilakukan setahun sekali 
untuk melaksanakan ritual tertentu diatas kuburan I Pabbare di 
Perrinyameng, acara ini biasanya dilakukan setelah panen sawah. 
Penganut Towani Tolotang yang berdomisili diluar Amparita pun berdatangan 
Sipulung dengan membawa perbekalan makanan untuk diserahkan kepada 
Uwa‟dan pelaksanaan ritual tersebut di pimpin oleh Uwa.124 
Sedangkan mengenai Tolotang Benteng, jauh sebelum Towani Tolotang 
bermukim ke Amparita, Tolotang Benteng sudah ada, namun pada saat itu mereka 
belum menamakan dirinya sebagai Tolotang Benteng. Tolotang Benteng memang 
sejak awal bermukim ke Amparita sudah beragama Islam. Istilah Tolotang 
Benteng mulai muncul ketika Towani Tolotang masuk ke Amparita. ketika ada 
perayaan kerajaan, Arung Amparita tidak akan mengizinkan perayaan tersebut 
dilangsungkan tanpa kehadiran pemimpin atau utusan dari orang-orang yang 
bertempat tinggal di wilayah Amparita, tidak terkecuali pemimpin Towani 
Tolotang menjadi tamu undangan dan pemimpin orang-orang yang berada di 
sebelah selatan benteng , Benteng itu merupakan pemisah antara tempat Towani 
Tolotang dan Tolotang Benteng. Jadi, Tolotang Benteng merupakan Istilah yang 
digunakan untuk menyebut komunitas atau kelompok yang berada disebelah 
selatan benteng dan istilah tersebut masih digunakan hingga sekarang. Sekarang 
benteng itu di ribohkan dan menjadi jalan menuju Desa Teteaji. Pada awalnya 
Tolotang Benteng dan Towani Tolotang tidak mempunyai hubungan, namun 
karena adanya perkawinan sehingga mereka memiliki hubungan darah.  
                                                          
124Uwa Eja, Pimpinan Towani Tolotang, Wawancara, Kelurahan Amparita Kecamatan 
Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang, 16 Mei 2018. 
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Sama halnya dengan penganut agama Islam, Tolotang Benteng juga melaksanakan 
ibadah seperti puasa, shalat, naik haji dan lain-lain sesuai dengan ajaran Islam. 
Pada dasarnya ritual-ritual yang dilakukan oleh Towani Tolotang, juga dilakukan 
oleh Tolotang Benteng, tetapi hanya beberapa ritual saja yang dilakukan seperti 
Tudang Sipulung yang dilakukan sekali setahun sebelum turun sawah yang 
dipimpin oleh Uwa‟ (pimpinan Adat). Jika Towani Tolotang mempunyai beberapa 
Uwa‟ yang memiliki tugas dan wewenang masing-masing, dalam komunitas 
Tolotang Benteng hanya memiliki satu Uwa saja.125 
B. Sistem Kewarisan Masyarakat Tolotang Benteng Di Kabupaten Sidrap 
Sistem kewarisan Masyarakat Tolotang Benteng sangat beragam, ada yang 
menggunakan hukum kewarisan Islam atau Faraidh, hukum adat yang berlaku 
disana dan ada pula yang menggunakan hukum negara dengan malalui pengadilan 
untuk menyelesaikan sengketa kewarisan.  
Karena masyarakat Tolotang Benteng bergama Islam, sudah seharusnya 
menggunakan hukum kewarisan Islam dalam menyelesaikan masalah kewarisan. 
Tetapi mengingat masyarakat Tolotang Benteng merupakan komunitas yang 
masih sangat melestarikan hukum adat mereka, sehingga memungkinkan untuk 
menyelesaikan masalah kewarisan menggunakan hukum adat. 
Hukum waris adat adalah hukum adat yang pada pokoknya mengatur 
tentang orang yang meninggalkan harta atau memberikan hartanya (pewaris), 
harta waris (warisan), waris (ahli waris) serta pengoperan dan penerusan waris 
dari pewaris kepada warisnya. Istilah hukum waris adat digunakan untuk 
membedakan hukum waris Islam, hukum waris nasional dan hukm waris lainnya. 
Hukum waris adat di Indonesia sangat terpengaruh oleh sikap budaya bangsa 
                                                          
125Uwa Hamka Muin, Pimpinan Tolotang Benteng, Wawancara, Kelurahan Amparita 
Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang, 16 Mei 2018.  
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Indonesia, seperti sistem kekeluargaan yang lebih mendahulukan rukun dan damai 
daripada sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri. 126 
Dalam sistem kewarisan masyarakat Tolotang Benteng, peran uwatta‟ 
(pemuka adat) sangat berpengaruh. Istilah uwatta merupakan panggilan bagi ketua 
adat serta memiliki tingkatan paling tinggi dalam masyarakat Tolotang Benteng. 
Peran Uwatta‟dalam masalah kewarisan sangat penting, sehingga penyelesaian 
kewarisan hanya sedikit melalui jalur pengadilan. 
Wawancara dilakukan kepada Kepala Kelurahan Amparita yang 
mengatakan bahwa: 
Sistem kewarisan secara hukum Islam riolomi yaggunang, pada-padanaro 
rilalengna pabbage warisan engka yaseng uruwane mallempa, makkunrai 
majjujung, artinna tawana uruwane e dua makkunrai siddi ato dua 
banding siddi, pabbage dua banding seddi pada-pada rilalengna aturan 
selleng. Tetapi makkokoe  tawana uruwane e sibawa tawana makkunrai e 
samarata, de gaga ipasi laingngeng atau pole okko mani kesepakatanna 
keluargana. Engka to sistem kewarisanna Tolotang Benteng nge iyya 
wisseng, iyamopa napake ade‟na yarega pole okko mani keluargana, 
narekko engka na situju Uwa na mani misseng i. 
Jika diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut: 
Sistem kewarisan yang berdasarkan hukum Islam hanya diterapkan pada 
zaman dahulu, seperti halnya dalam pembagian warisan di kenal dengan 
Istilah Mallempa untuk laki-laki dan Majjujung untuk perempuan, artinya 
pembagian bagi laki-laki dan perempuan 2 banding 1, dan pembagian yang 
seperti inilah sesuai dengan hukum Islam. Tetapi sekarang bagian laki-laki 
dan perempuan samarata, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan 
                                                          
126Hiksyani Nurkhadijah, Sistem Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Ammatowa 
Kabupaten Bulukumba, Skripsi (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013), h. 29.  
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perempuan atau berdasarkan pada kesepakatan keluarga. Adapun dalam 
sistem kewarisan masyarakat Tolotang Benteng yang saya ketahui mereka 
masih menggunakan sistem kewarisan adat, dimana pembagiannya 
berdasarkan sistem kekeluargaan dalam apabila terjadi perselisihan yang 
wajib langkah pertama yang di tempuh di limpahkan kepada ketua adat. 127 
Lebih lanjut wawancara dilakukan dengan pimpinan/ketua adat Tolotang 
Benteng, Uwa Hamka yang mengatakan bahwa: 
Sistem kewarisan Tolotang Benteng, sistem Kewarisan adatmi napake, 
iyanaritu de gaga ipasilengeng antara makkunrai sibawa orowane. 
Engkatosi pabbage warisanna Tolotang Benteng iyanaritu pole okko mani 
keluarga e. Ahli warisna iwereng maneng i, de gaga i pasileangngeng 
orowane sibawa makkunrai nasaba ininiwi iyasengnge assisalang 
paddana ahli waris. Engka to biasanna ahli waris nawereang bawanni 
tawana okko ahli waris laingnge naniniwi iyasengnge assisalang. Narekko 
sisala-salai padanna ahli waris, iya lao monri tengnga iwi, iyanaro 
jamakku sebagai ketua adat selesaikan maega persoalan terutama 
masalah kewarisan. Nasaba engka yaseng Uwa selesaikan i persoalan 
kewarisan narekko jadi engka massasai, jadi perkara kewarisan de na 
maega tama okko pengadilang nge nasaba maega ko purani naselesaikan 
Uwa‟ iyanaro naterima keluargana. 
Jika diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut: 
Sistem kewarisan masyarakat Tolotang Benteng menggunakan sistem 
kewarisan adat, dimana tidak ada perbedaan jenis kelamin dalam 
penentuan ahli waris. Adapun pembagian kewarisan masyarakat Tolotang 
                                                          
127Andi Makkasau, S.Sos. Bapak Lurah Kelurahan Amparita, Wawancara, Kelurahan 
Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang, 24 Mei 2018. 
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Benteng yaitu berdasarkan kekeluargaan. Untuk menghindari perselisihan 
maka pembagian warisan dilakukan secara rata tanpa membedakan jenis 
kelamin ahli waris. Semua ahli waris berhak atas harta yang ditinggalkan, 
tapi biasanya untuk menghindari terjadinya perselisihan, ahli waris 
merelakan harta warisan untuk ahli waris lainnya . Adapun jika terjadi 
perselisihan dalam kewarisan maka saya akan bertindak sebagai penengah, 
dan tugas saya sebagai ketua adat dalam menyelesaikan perkara khususnya 
dalam masalah kewarisan saya tidak boleh memihak salah satu pihak yang 
berperkara, dan sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi dalam 
kelompok Tolotang Benteng ini saya harus mengupayakan hal yang baik 
untuk kedua belah pihak sehingga keputusan yang saya berikan dapat di 
terima oleh keduanya. Dengan adanya peranan Uwa ini, maka perkara 
kewarisan Tolotang benteng terbialng sedikit bahkan bisa di hitung jari 
yang sampai pada tahap pengadilan.128 
Selanjutnya wawancara dilakukan kepada Imam Kelurahan Amparita, Drs. 
Muh. Nasir yang mengatakan bahwa: 
Iyya witae, kewarisanna Tolotang Bentengnge na pake mopi kewarisan 
ade‟ iyanaritu uwana campurui narekko engka sisala padangna ahli 
waris. Bettuanna, kekeluargaan nakkegunang rilalengna pabbage 
warisanna, magi sabana makkoro, kekeluargaan na pentingkan i 
asseddiang sibawa degaga melle perru. 
Jika diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut: 
Dari pengamatan saya, sistem kewarisan Tolotang Benteng, dilakukan 
secara adat yaitu dengan dengan adanya campur tangan Uwa ketika ada 
                                                          
128Uwa Hamka Muin, Pimpinan Tolotang Benteng, Wawancara, Kelurahan Amparita 
Kecamatan Tellu  Limpoe Kabupaten Sidrap, 24 Mei 2018.  
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perselisihan terjadi antara ahli waris, sistem kewarisan secara adat yang 
dimaksud seperti adanya sistem kekeluargaan yang digunakan dalam 
pembagian warisan, sistem kekeluargaan lebih mementingkan rukun dan 
damai serta tidak mementingkan diri sendiri.129 
Selanjutnya, wawancara dilakukan kepada masyarakat Tolotang Benteng, 
Saipul Muin yang mengatakan bahwa : 
Masalah Kewarisan Tolotang Benteng iselesaikan i secara kekeluargaan 
nasaba addimonringengna iyanaritu assisalang nge degaga terjadi pada-
padanna ahli waris. Narekko sisala i padanna ahli waris okkomi bolana 
Uwa e tullao selesaikan i nasaba alena tosi okko i hormati, jadi dena 
tullao okko pengadilang nge. 
Jika diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut: 
Masalah kewarisan Tolotang Benteng diselesaikan secara kekeluargaan 
untuk menghindari terjadinya perselisihan antara ahli waris. Pembagian 
secara kekeluargaan dilakukan secara rata kepada ahli waris tanpa 
membedakan jenis kelamin. Adapun ketika terjadi perselisihan maka 
Uwalah yang akan menyelesaikan masalah tersebut sehingga jarang 
masalah kewarisan sampai pada tahap pengadilan.130 
Karena pengetahuan dan pemahaman mereka rendah, serta mereka masih 
terbayang-bayangi dengan hukum Adat yang berlaku disana, meskipun mereka 
menganut agama Islam. Sehingga mereka hanya menganggap hukum Islam itu 
tekstual saja. Karena hukum waris Islam menurut mereka lebih menimbulkan 
mudharatnya dari pada maslahatnya, yaitu dengan adanya perbedaan pembagian 
                                                          
129Drs. Muh. Nasir, Imam Keluraha Amparita, Wawancara, Kelurahan Amparita 
Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap, 24 Mei 2018. 
130Hamka Muin, Masyarakat Tolotang Benteng, Wawancara, Kelurahan Amparita 
Kecamatan Telu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang, 24 Mei 2018. 
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harta waris bagi laki-laki dan perempuan. Padahal sekarang hak dan kewajiban 
laki-laki dan perempuan hampir sama, mengapa harus dibedakan dalam 
pembagian harta waris. Sehingga pada prakteknya mereka menggunakan hukum 
adat yang menurutnya lebih adil di dalam menyelesaikan permasalahan tentang 
pembagian harta waris, yang tidak menimbulkan persengketaan di dalamnya. 
Pembagian warisan menurut hukum Adat dengan menggunakan sistem 
kekeluargaan yaitu kesepakatan antara ahli waris, dapat di pahami pada contoh 
pembagian warisan dalam keluarga Lasari.  
 
 I II 
 
 
 III IV V VI VII 
Harta peninggalan (tirkah) berupa 3 petak sawah, 1 kebun dan 1buah 
rumah. 
Keterangan : 
 (Masih Hidup) 
 (Meninggal) 
I : Lasari    V : Anak ke Tiga (laki-laki) 
II : Istri     VI : Anak ke Empat (laki-laki) 
III : Anak Pertama (Perempuan) VII  : Anak ke Lima (perempuan)   
IV : Anak ke Dua (laki-laki) 
Lasari mempunyai 5 (lima) orang anak 2 anak perempuan dan 3 
anak laki-laki, adapun harta warisan berupa 3 petak sawah, 1 kebun dan 1 
buah rumah. Setelah istrinya meninggal Lasari membagi harta warisannya 
kepada ke lima anaknya. Pembagian warisan dilakukan secara 
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kekeluargaan berdasarkan kesepakatan ahli waris. Anak pertama diberi 
rumah karena dia seatap dengan orang tuanya dan merawatnya hingga 
meninggal, anak ke II (dua) diwariskan sawah, dan anak ke III (tiga) 
diwariskan sawah, anak ke IV (empat) diwariskan kebun dan anak terakhir 
tidak mendapat apa-apa karena masih sekolah dan belum mampu 
menafkahi dirinya, sedangkan untuk Lasari sendiri, menggarap satu 
sawahnya untuk menafkahi anak I (pertama) dan anak ke 5 (lima). 
Pembagian warisan dilakukan dengan syarat anak II dan anak III setelah 
mendapat hasil ketika panen, mereka harus memberi sebagian hasilnya 
kepada anak ke 5 dan anak ke 1 (pertama).  
Jika dilihat dari beberapa wawancara terhadap masyarakat Tolotang 
Benteng dapat diketahui bahwa masyarakat Tolotang Benteng memiliki beberapa 
jenis pembagian warisan yaitu sebagai berikut: 
1. Bagi masyarakat yang memilki pengetahuan dan pemahaman yang 
rendah tentang kewarisan dan lebih mengutamakan rasa keadilan maka 
mereka memakai pembagian secara merata atau 1 : 1 tanpa 
membedakan jenis kelamin. Menurutnya pembagian tersebut dianggap  
adil karena seorang anak mempunyai hak yang sama dalam keluarga.  
2. Bagi masyarakat bugis dikenal dengan Istilah Arowane mallempa 
(laki-laki memikul), Makkunrai majjujung (perempuan membawa 
sesuatu yang disimpan diatas kepala), maksudnya bagian antara laki-
laki dan perempuan 2 : 1. Bagi laki-laki di berikan harta warisan lebih 
banyak di banding perempuan karena menurut mereka laki-laki 
memiliki tanggung jawab yaang besar terhadap keluarga.  
3. Pembagian secara kekeluargaan yaitu pembagian yang dilakukan 
dengan kesepakatan anggota keluarga. Misalnya, bagi anak perempuan 
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mendapatkan rumah peninggalan orang tuanya dan anak laki-laki 
mendapatkan sebidang tanah. 
4. Pembagian warisan berdasarkan hukum Islam dilakukan oleh 
masyarakat yang mengerti dan memahami tentang hukum Islam, dan 
pembagian secara hukum Islam dilakukan ketika terjadi  perselisihan 
melalui jalur pengadilan.   
Penyelesaian kewarisan masyarakat Tolotang Benteng menurut hukum 
Adat yaitu dilakukan secara kekeluargaan, namun apabila salah satu pihak tidak 
menerima keputusan tersebut, maka Uwa‟lah yang akan menyelesaikannya. Peran 
Uwa‟ sangat penting bagi masyarakat Tolotang Benteng karena dialah pemegang 
kekuasaan di masyarakat. Apa yang diputuskan oleh Uwa‟ maka itulah yang 
diikuti oleh masyarakat. Akan tetapi, dalam hal kewarisan peran Uwa‟ hanya 
sekedar memberikan arahan atau nasehat kepada pihak-pihak yag bersengketa, 
tetapi tidak menutup kemungkinan Uwa‟ tidak memberikan putusan, dia 
memberikan putusan apabila pihak-pihak memintanya dan menyerahkan 
sepenuhnya kepada  Uwa‟. 
C. Sistem Kewarisan Masyarakat Tolotang Benteng Di Tinjau dari Hukum 
Islam 
Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang 
pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa 
yang berhak (tidak terhalang atau tidak mahjub hirman). Artinya dalam hukum 
kewarisan Islam ada tiga unsur pokok yaitu ilmu tentang cara memindahkan hak 
dari pewaris ke ahli waris, menentukan siapa yang menjadi ahli waris yang berhak 
dan menenukan kadar atau bagian dari masing-masing ahli waris yang berhak 
menerima harta warisan tersebut.131 
                                                          
131Supardin, Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Studi Analisis 
Perbandingan), (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2016), h. 4. 
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Sebagai masyarakat yang menganut agama Islam sudah semestinya 
menggunakan hukum kewarisan Islam dalam hal kewarisan. Akan tetapi Hukum 
kewarisan Islam pada masyarakat digunakan ketika terjadi perselisihan kerena  
tersebut memungkinkan diajukan kepengadilan yaitu Pengadilan Agama. Sumber 
hukum kewarisan Islam adalah Al-quran dan hadis. Tentunya hakim Pengadilan 
Agama menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai rujukan dalam menetapkan 
suatu putusan. 
Masalah kewarisan masyarakat Tolotang Benteng memungkinkan 
diselesaikan menurut hukum waris Islam, namun ketika terjadi perselisihan 
terlebih dahulu di ajukan ke Uwa untuk diberikan solusi. Jika mampu diselesaikan 
di Uwa maka tidak akan dilanjutkan ke tahap pengadilan.  
Berdasarkan penelitian ini penulis berhasil menemukan satu perkara 
kewarisan yang diajukan ke Pengadilan yaitu Pengadilan Agama, dimana jika 
melalui tahap pengadilan akan menggunakan hukum Islam dalam menyelesaikan 
persoalan kewarisan. 
 
   
 I II 
 
 
 III IV V 
 
 VI VII VIII 
Tirkah (harta Peninggalan) berupa sebuah rumah dan 3 petak tanah 
Persawahan yang terletak di 2 lokasi, 2 petak tanah persawahan di Baula dan 
sepetak di Toddang Pulu. 
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Keterangan 
 (sudah Meninggal)   
 (masih Hidup) 
I : Almarhum   V : Lambakka   
II : Almarhuma   VI : Lance 
III : Almarhum   VII : Langgong 
IV : Almarhuma   VIII : Langgang 
Pembagian warisan dilakukan secara kekeluargaan yaitu 
kesepakatan antara keluarga dengan menghadirkan tetua dalam keluarga 
tersebut. Kepada anak pertama (IV) diwariskan kepadanya sepetak sawah 
yang terletak di Toddang Pulu dan rumah karena dia anak satu-satunya 
perempuan dan dialah tinggal bersam-sama dengan orang tuanya dan 
saudaranya Lambakka, hingga oarng tuanya meninggal, sedangkan untuk 
anak kedua Lambakka (V), diwariskan kepadanya sawah yang terletak di 
Baula. Saudara perempuan Lambakka (IV) memilki 3 orang anak laki-laki 
yaitu Langgong (VI), Lance (VII) dan Langgang (VIII). Pada awalnya 
mereka menerima pembagian tersebut, namun setelah anak pertama 
perempuan (IV) meninggal, Lambakka ingin merebut sawah yang terletak 
di Baula dan setelah meninggalnya saudaranya tanah tersebut digarap oleh 
Langgong (VII) anak saudaranya yang tidak lain adalah keponakannya 
sendiri. Lambakka (V) ingin mengambil/merebut sawah itu karena 
menurutnya Lambakka (V) yang berhak menggarap sawah itu adalah 
dirinya sebab, tanah persawahan itu merupakan warisan dari orang tuanya, 
meskipun tanah persawahan itu digarap oleh keponakannya sendiri yaitu 
Langgong (VII). Tanah persawahan tersebut memiliki sertifikat atas nama 
orang tuanya Lambakka (V), tetapi sertifikat itu dipegang oleh saudara 
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perempuannya (IV) dan ketika saudara perempuannya (IV) di beri tanah 
persawahan itu, dialah yang membayar pajak setiap tahunnya. Selama 
hidupnya hingga meninggal, Almarhuma (IV) tidak membalikkan 
kepemilikan hak atas tanah menjadi namanya dan tetap sertifikat itu atas 
nama orang tuanya Lambakka (V). Sehingga itulah yang menjadi alasan 
kuat mengapa Lambakka (V) ingin merebut tanah persawahan itu kembali. 
Akan tetapi  anak-anak dari saudara perempuannya (IV) atau 
keponakannya yaitu Langgong (VII), tetap bersikukuh tidak ingin 
memberikan tanah persawahan tersebut karena menurut dia juag berhak 
atas tanah tersebut karena tanah itu telah di wariskan kepada orang tuanya 
dan dia membayar pajak selama orang tuanya meningal. Bahkan saudara 
Langgong (VII) yakni Lance (VI) mendatangi rumah Lambakka (V) 
dengan maksud baik untuk menasehati om-Nya sendiri. Akan tetapi 
maksud baik Lance ditanggapi buruk oleh Lambakka. Hal inilah yang 
membuat Lambakka (V) semakin marah. Menurut Uwa‟ Hamka kasus ini 
telah diselesaikan olehnya dan kedua belah pihak menerima keputusan       
bahwa tanah persawahan yang diperebutkan oleh Lambakka (V) dan 
Langgong (VII), di garap oleh Langgong dengan alasan bahwa, karena 
Langgong adalah anak kandung Almarhuma (IV) dan sejak masih hidup 
Langgong sering membantu orang tuanya di sawah tersebut. Keputusan itu 
awalnya di terima olek Lambakka (V), tetapi entah kenapa tiba-tiba Uwa‟ 
Hamka mendengar kabar bahwa Lambakka telah mamasukkan gugatannya 
di Pengadilan Agama.  
 Perkara dengan nomor 46/Pdt.G/2004/PA Sidrap, Lambakka bin Mallawa 
selanjutnya sebagai penggugat melawan Langgong bin Laina selanjutnya disebut 
sebagai tergugat I, Lance bin Laina selanjutnya sebagai tergugat II dan Langgang 
72 
 
 
bin Laina selanjutnya sebagai tergugat III. Adapun putusan atau penetapan 
Pengadilan Agama mengenai perkara kewarisan tersebut adalah pembatalan 
gugatan dengan alasan kuasa penggugat tidak pernah datang memnuhi isi surat 
gugatan teguran yaitu membayar kekurangan biaya perkara. 
Dengan adanya perkara tersebut diatas membuktikan bahwa hukum 
kewarisan Islam di Masyarakat Tolotang Benteng Masih digunakan meskipun 
pada akhirnya dilakukan pembatalan gugatan karena penggugat tidak pernah 
datang memenuhi surat teguran dari Pengadilan Agama. Karena masalah 
kewarisan cenderung diselesaikan oleh Uwa Tolotang Benteng sehingga perkara 
kewarisan yang diajukan ke Pengadilan Agama sangat sedikit.  
D. Analisis terhadap Eksistensi Hukum Islam pada Sistem Kewarisan 
Masyarakat Tolotang Benteng di Kabupaten Sidrap 
Masyarakat Tolotang Benteng yang sangat minim pengetahuan dan 
pemahaman tentang hukum waris Islam, dan cenderung menggunakan hukum 
adat dalam menyelesaikan persoalan, termasuk persoalan tentang kewarisan. 
Adanya hukum adat yang berlaku didaerah tersebut dan masih sangat kuat 
perkembangannya di masyarakat Tolotang Benteng ini, sehingga mereka semua  
lebih memilih hukum Adat yang di rasa adil dan cocok untuk melakukannya.  
Permasalahan pembagian kewarisan, pada awalnya di putus dengan 
menggunakan hukum adat dalam pembagian warisan, namun setelah timbulnya 
sengketa terhadap pembagian tersebut, maka hukum Islam memungkinkan 
digunakan apabila sengketa harta warisan itu di bawah ke jalur pengadilan. 
Berdasarkan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat Mulai dari 
Ketua Adat Tolotang Benteng, Lurah Kelurahan Amparita, Imam Kelurahan 
Amparita dan masyarakat Kelurahan Amparita. Dan berdasarkan penelitian, 
penulis mendapatkan satu perkara kewarisan yang diajukan ke Pengadilan Agama, 
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yang mana di ketahui, jika persoalan kewarisan yang jika melalui jalur Pengadilan 
Agama tentulah berdasarkan Hukum Waris Islam dalam Menyelesaikannya. 
Perkara tersebut bernomor 46/Pdt.G/2004/PA Sidrap, akan tetapi perkara ini 
hanya sampai pada pendaftaran gugatan, tidak sampai diselesaikan pada jalur 
pengadilan karena tidak memenuhi syarat. Sehingga pada perkara ini dengan 
nomor 46/Pdt.G/2004/PA Sidrap dilakukan pembatalan gugatan kerena kuasa 
penggugat tidak pernah datang memenuhi isi surat teguran yaitu membayar 
kekurangan biaya perkara.  
Berdasarkan nomor perkara 46/Pdt.G/2004/PA Sidrap, Lambakka bin 
Mallawa selanjutnya sebagai penggugat melawan Langgong bin Laina selanjutnya 
disebut sebagai tergugat I, Lance bin Laina selanjutnya sebagai tergugat II dan 
Langgang bin Latto selanjutnya sebagai tergugat III. Hal ini menunjukkan bahwa 
hukum Islam pada sistem kewarisan masih digunakan oleh masyarakat. Akan 
tetapi hukum kewarisan Islam barulah digunakan ketika terjadi perselisihan dan 
perselisihan ini sampai pada tahap Pengadilan. Apabila terjadi perselihan tidak 
secara langsung di ajukan ke Pengadilan, akan tetapi adanya campur tangan ketua 
adat atau biasa di panggil Uwa untuk diselesaikan. 
Dengan adanya nomor perkara tersebut yaitu 46/Pdt.G/2004/PA Sidrap, 
jadi, jelas bahwa hukum Islam masih menunjukkan eksistensinya, dibuktikan 
dengan adanya perkara yang diajukan ke Pengadilan dengan nomor perkara 
46/Pdt.G/2004/PA Sidrap, walaupun pada akhirnya di penetapan/putusan 
Pengadilan Agama manyatakan pembatalan perkara denagn alasan bahwa kuasa 
penggugat tidak datang menghadap untuk memenuhi isi surat teguran yaitu 
teguran untuk membayar kekurangan biaya perkara.  
Meskipun kecenderungan masyarakat Tolotang Benteng menggunakan 
hukum adat dalm penyelesaian kewarisan, bukan berarti hukum Islam di 
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kesampingkan. Penggunaan hukum Islam pada sistem kewarisan Tolotang 
Benteng di buktikan dengan adanya perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama 
yaitu Pengadilan Agama Sidrap, meskipun perkara tersebut akhirnya dibatalkan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Dari hasil penelitian yang dilakukan dan melakukan pembahasan serta 
analisis terhadap data yang ditemukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Sistem kewarisan masyarakat Tolotang Benteng menggunakan hukum 
Adat. Seperti yang diketahui, masyarakat Tolotang Benteng masih 
melestarikan hukum adat, terutama pada ketua adat yang masih bertumpuh 
pada hukum adat. Sehingga setiap persoalan baik itu kewarisan maupun 
persoalan lainnya diselesaikan secara adat oleh ketua adat. Kurangnya 
pemahaman  masyarakat tentang hukum Islam pada kewarisan membuat 
hukum Islam dikesampingkan. Serta timbulnya pemikiran masyarakat, 
penggunaan hukum Islam menimbulkan ketidakadilan dalam sistem 
kewarisan. Hukum Adat mengutamakan musyarawah mufakat untuk 
mencapai tujuan bersama sehingga minim terjadi perselisihan.   
2. Berdasarkan nomor perkara 46/Pdt.G/2004/PA Sidrap, Lambakka bin 
Mallawa selanjutnya sebagai penggugat melawan Langgong bin Laina 
selanjutnya disebut sebagai tergugat I, Lance bin Laina selanjutnya 
sebagai tergugat II dan Langgang bin Latto selanjutnya sebagai tergugat 
III. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam pada sistem kewarisan 
masih menunjukkan eksistensinya, dibuktikan dengan adanya perkara 
yang diajukan ke Pengadilan dengan nomor perkara 46/Pdt.G/2004/PA 
Sidrap, walaupun pada akhirnya di penetapan/putusan Pengadilan Agama 
manyatakan pembatalan perkara denagn alasan bahwa kuasa penggugat 
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tidak datang menghadap untuk memenuhi isi surat teguran yaitu teguran 
untuk membayar kekurangan biaya perkara 
B. Implikasi Penelitian 
Memang sulit menerapkan hukum Islam pada sistem kewarisan, karena 
hukum adat juga masih ikut andil dalam masyarakat Tolotang Benteng. 
Diharapkan hukum Islam maupun hukum adat yang digunakan oleh masyarakat 
Tolotang Benteng dalam menyelesaikan persoalan kewarisan dapat menimbulkan 
ukhuwah Islamiyah dan kemaslahatan umat “Islam rahmatan lil alamin” yaitu 
rahmat untuk semua alam dengan mendahulukan musyawarah untuk mencapai 
mufakat dan tidak bersekutu dalam hal yang tidak diridhoi oleh Allah Swt.  
Inti daripada hukum kewarisan adalah terciptanya rasa keadilan di masing-
masing ahli waris tanpa menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Baik 
kewarisan menurut hukum Islam maupun hukum Adat tentunya tujuan utama 
adanya hukum tersebut adalah untuk terciptanya rasa keadilan. Hal ini tergantung 
dari masyarakat memilih menggunakan hukum Islam ataupun hukum Adat. Dan 
sebagai masyarakat yang menganut ajaran Islam, sebaiknya menggunakan hukum 
Islam, sebab dengan menerapkannya secara tidak langsung telah mengamalkan 
Al-Quran dan hadis.  
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BAB V 
PENUTUP 
C. Kesimpulan  
Dari hasil penelitian yang dilakukan dan melakukan pembahasan serta 
analisis terhadap data yang ditemukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
3. Sistem kewarisan masyarakat Tolotang Benteng menggunakan hukum 
Adat. Seperti yang diketahui, masyarakat Tolotang Benteng masih 
melestarikan hukum adat, terutama pada ketua adat yang masih bertumpuh 
pada hukum adat. Sehingga setiap persoalan baik itu kewarisan maupun 
persoalan lainnya diselesaikan secara adat oleh ketua adat. Kurangnya 
pemahaman  masyarakat tentang hukum Islam pada kewarisan membuat 
hukum Islam dikesampingkan. Serta timbulnya pemikiran masyarakat, 
penggunaan hukum Islam menimbulkan ketidakadilan dalam sistem 
kewarisan. Hukum Adat mengutamakan musyarawah mufakat untuk 
mencapai tujuan bersama sehingga minim terjadi perselisihan.   
4. Berdasarkan nomor perkara 46/Pdt.G/2004/PA Sidrap, Lambakka bin 
Mallawa selanjutnya sebagai penggugat melawan Langgong bin Laina 
selanjutnya disebut sebagai tergugat I, Lance bin Laina selanjutnya 
sebagai tergugat II dan Langgang bin Latto selanjutnya sebagai tergugat 
III. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam pada sistem kewarisan 
masih menunjukkan eksistensinya, dibuktikan dengan adanya perkara 
yang diajukan ke Pengadilan dengan nomor perkara 46/Pdt.G/2004/PA 
Sidrap, walaupun pada akhirnya di penetapan/putusan Pengadilan Agama 
manyatakan pembatalan perkara denagn alasan bahwa kuasa penggugat 
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tidak datang menghadap untuk memenuhi isi surat teguran yaitu teguran 
untuk membayar kekurangan biaya perkara 
D. Implikasi Penelitian 
Memang sulit menerapkan hukum Islam pada sistem kewarisan, karena 
hukum adat juga masih ikut andil dalam masyarakat Tolotang Benteng. 
Diharapkan hukum Islam maupun hukum adat yang digunakan oleh masyarakat 
Tolotang Benteng dalam menyelesaikan persoalan kewarisan dapat menimbulkan 
ukhuwah Islamiyah dan kemaslahatan umat “Islam rahmatan lil alamin” yaitu 
rahmat untuk semua alam dengan mendahulukan musyawarah untuk mencapai 
mufakat dan tidak bersekutu dalam hal yang tidak diridhoi oleh Allah Swt.  
Inti daripada hukum kewarisan adalah terciptanya rasa keadilan di masing-
masing ahli waris tanpa menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Baik 
kewarisan menurut hukum Islam maupun hukum Adat tentunya tujuan utama 
adanya hukum tersebut adalah untuk terciptanya rasa keadilan. Hal ini tergantung 
dari masyarakat memilih menggunakan hukum Islam ataupun hukum Adat. Dan 
sebagai masyarakat yang menganut ajaran Islam, sebaiknya menggunakan hukum 
Islam, sebab dengan menerapkannya secara tidak langsung telah mengamalkan 
Al-Quran dan hadis.  
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Pedoman Wawancara 
1. Kepala Kelurahan 
a. Bagaimana sistem kewarisan masyarakat Tolotang Benteng di Kabupaten 
Sidrap ? 
b. Apakah Hukum Kewarisan Islam pada masyarakat Tolotang Benteng 
sudah diterapkan ? 
c. Sejauh mana Hukum Kewarisan Islam pada masyarakat Tolotang 
Benteng diterapkan ? 
2. Imam Kelurahan 
a. Apakah Anda mengetahui sistem Kewarisan menurut Hukum Islam ?   
b. Bagaimana sistem kewarisan masyarakat Tolotang Benteng di Kabupaten 
Sidrap ? 
c. Apakah Hukum Kewarisan Islam pada masyarakat Tolotang Benteng 
sudah diterapkan ? 
d. Sejauh mana Hukum Kewarisan Islam pada masyarakat Tolotang 
Benteng diterapkan ? 
e. Apakah anda mengetahui tentang ahli waris dan bagian-bagiannya 
menurut Hukum Islam? 
3. Masyarakat Tolotang Benteng 
a. Bagaimana sistem Kewarisan masyarakat Tolotang Benteng ? 
b. Bagaimana penerapan Hukum Kewarisan Islam pada keluarga Anda ? 
c. Apabila ada perselisihan antara keluarga tentang harta warisan, 
bagaimana cara menyelesaikannya ? 
d. Bagaimana cara melakukan pembagian warisan pada keluarga Anda ? 
e. Bagaimana cara menentukan bagian-bagian ahli waris pada masyarakat 
Tolotang Benteng ? 
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